PKS

MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 1 /SKEP/MPP-PES/2021

tentang

PEDOMAN TATA KERJA ORGANISASI STRUKTUR

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DI TINGKAT PUSAT
MASA BAKTI 2020 - 2025

Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera setelah:

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

a.

bahwa Partai Keadilan Secjahtera adalah sebuah orpanisasi
vang memuat sistem aktivitas kerjasama dan dikoordinasilkan
secara sadar dengan batasan yang dapat diidentifikasi dan
bekerja secara berkesinambungan untuk tujusn yang telah
ditetaploarn;

bahwa untuk memudahlkan tercapainya tujuan, diperlukan
strultur organisasi yang di dalamnya memuat tugas pokok
dan fungsi serta mencerminkan spesialisasi  pekerjaan
masing-masing perangkatl organisas;

bahwa dalam rangka menimgkatkan kelancaran
penvelengaraan =erta  kinerja pengurus  Partai, maka
dipandang perlu untul disusun Pedotman;

bahwa untuk memenuhi hal sebagaimana pada huruf a,
huruf b, dan hurufl e di atas perlu membentuk Pedoman Tata
Kerja Organisasi Sruliur Partal Keadilan Sejahtlera Tingkat
Pusat Masa Balti 2020-2025,

. Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Pasal 24 Avat (2)

hurif &, Pasal 26 Avat [1) huruf ¢, Pasal 26 Avat (2) huraf a;
Angparan Rumah Tengga Partai Keadilan Sejahtera Pasal 83
Ayat.

Hasil rapat Dewan Pmpinan Tingkat Pusat Partan Keadilan
Sejahiera tanggal 17 Agustus 2021,

Dengan mengharap Fidhe Allah Subhanoahy we Ta'alo,

Menetapkan

MEMUTUSHEAN

FEDOMAN TATA KERJA ORGANISASI STRUKTUR FARTAI
KEADILAN SEJAHTERA DI TINGHEAT PUSAT MASA BAKTI

2020 - 2025 @-
E: ?I’




Hesatu

Kedua

Ketiga

Pedoman Tata Kerja Organisasi Struktur Partai Keadilan
Sejahtera di Tingkat Pusat Masa Bakt 2020-2025 adalah
scbagammana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ternyvata terdapat kekeliruan dalam
keputusan imi, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 10
19 Agustus 2021 M

MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA




Lmipiran
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04 Tingkoat Pusat Mirsa Dafer 2050 - 2025

PEDOMAN TATA EERJA ORGANISASI STRURKTUR
PARTAI KEEADILAN SEJAHTERA

DI TINGEAT PUSAT
MASA BAKTI 2020 - 2025

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimalksud dengan:

L.
2.

10.
11.
12,
13.

14.

135.
16,

¥Y.

18.
19,
20,

Partai adalah Partai Keadilan Scjahtera;

Peraturan Parted adalab kKetentuan resmi Partai vang ditetapkan olsh
Organieasi Partai dalam suatu forum musyawarah sesusl dengan lingkup
kewenangannya, yvang mengikat organisazi, kepengunisan, dan Anggota
Partai;

Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah seperanglat peraturan
penting vang menjadi dasar seluruh Peraturan Partal vang disusun sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

Anggaran Rumah Tangga yang sclanjutnya disingkat ART adalah seperanglat
peraturan penjabaran dan pelaksanaan Anggaran [lasar Fartal;

Rekomendasi DPTP adalah arahan atau kebijakan Dewan Pimpinan Tingkat
Pusat yang bersifal mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Struktur Partai;
Pedoman Partei adalah peraturan yang ditetbdikan oleh Majelis Pertimbangan
Pusat untuk ditindaklanjuti eleh seluruh struktur Partai di tingkat Pusal;
Panduan adalah peraturan yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat atau
Dewan Syariah Pusat vang herkenasn dengan kebijakan internal masing-
MasIng;

Majelisg Syura adalah lembaga tertinggi Partan yang selanjutnya disinglkat MS;
Dewan Plmpinan Tingkat Pusat vang selanjutnya disinglat DPTTF;

Majelis Pertimbangan Pusat yang selanjutnya disingleat MPF;

Dewan Penpurus Pusal yang selanjutnya disingkat DPP;

Dewan Svariah Pusat yang selanjuinya disinghat DSP;

Komisi di MPP adalah elemen struktur satu tingkat di bawsh Ketua MPP dan
dipimpin oleh seorang Ketua;

Komisi di DSP adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Ketua DSP dan
dipimpin olsh seorang Ketua;

Sekretariat dikepalai oleh seorang Sekretaris;

Badan adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Presiden Partal yang
gecara umum menjadi unsur penunjang organisaz DPP dan dipimpin oleh
seorang Ketua;

Bidang adalah elemen strulttur satu tingkat di bawah Presiden Partal yang
secara umum menjadi unsur pelaksana organisasi DPP dan dipimpin oleh
georang Ketua;

Departemen adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Bidang;

Biro adalah elemen strulchur satu tingkat di bawah Badan;

Sosinlisasi  adalah upaya yang dilalukan MPP, DPFP, DSP untuk
menyebarluaskan atau  meningkatkan pemahaman terhadap konsepsi
dan/atau regulasi Partai kepada Dewan Pengurus, Dewan Syariah, Anggota

f
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Partai serta Organisasi Sayap Partai;

21, SBupervizi adalah kunjungan lapangan yang dilakukan Majelis Pertimbangan
Pusat wuntulk memantaun, mencermati, dan memberi masukan atas
penyelenggaraan Partai, perumusan peraturan partal dan pelaksanaan
kebijakan Partai kepada Dewan Pengurus, Dewan Syariah, serta Organisasi
Sayvap Partai;

22. Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Tahurian, yang selanjutnya disingkat
RKAT adalah rangkaian rencana kegiaten Parlai yvang akan dilaksanalkan
untuk satu tahun ke depan;

23. Laporan Berkala adalah laporan pelaksanaan program dan kegiaten unit
organisasi di linglungan Partai yang disampaikan setiap pericde waktu
tertentng

24, Klaster adalah kemitraan kerja atas Struktur organisasi Partai di Tingkat
Pusat pada bidang kerja yang beririsan atau memiliki kedekatan, yang maging-
maazing unit mitra bekerja sesuai dengan tugas dan hungsinya; dan

25, Bayan adalah penjelasan dan pandsngan Partal yang beriai hulum takiifi,
sebagal pengingat, peringatan, dan scruan tentang akhlak dan adab yang
harus dijadikan pedoman oleh Struktur Organisasi Partad dan Anggota,

BAB Il
STRUKTUR PARTAI DI TINGHEAT PUSAT

Pasal 2
Struktur Partai di Tingkat Pusat terdiri atas.
a. MPP;
b. DFF; dan
c. DEP.
BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3
{1} MPP adalah Struktur Partai di Tingkat Pusat di bawah pengawasan dan
pengoordinasian DPTP.
{2} MPP berkedudukan sejajar dengan DPP dan DSF.

Pasal 4
{1) MPP mempunyai fungsi regulasi, pertfimbangan, dan supervisi dalam
penyelenggaraan Partai.
{2} MPP dipimpin oleh Ketua MPF yang bertanggung jawab kepada Ketua MS
melalui DPTP.

Pasal 5
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimalesud dalam Pasal 4 ayat (1), MFP
bertupas;
a. memberikan pandangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada DFP
dan DSP dalam pelaksanaan kebijakan dan program Parta; .
b, merumuskan, menetapkan, dan menyosialisasikan Konsepsi dan Regulasi

f
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Partai;

c. menguji Peraturan Partal di bawah Pedoman Partai terhadap AD, ART,
dan/atau Pedoman Partai yang keputusannya bersifat final dan mengikat;

d. melaksanakan kajian strategis terhadap permasalahan yang sangat penting
dan berdampak luas bagi kehidupan umat, bangsa, dan negars;

e. melaksanakan hubungan fungsional secara langsung dengan elemen strulitur
Partai atas DPF dan/atau DSF,

f. dapat memberikan pendampingan dalam pembentukan rancangan dan/atan
pembahasan peraturan daerah atas permintaan MPW atau MPD;

g melaksanakan, melakukan kajian, dan supervisl (mplementasi Amanat
Muszyvawarah Masional tahun 2020,

h.bekerja sama dengan Fraksi PKS MPR Rl dan Fraksi PKS DPR Rl berkenaan
dengan kajian konstitusi dan legislasi;

i, menyusun RKAT MPF;

j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja MPF ke DFTP; dan

k. melaksanakan tugas lain yvang diamanatkan MS dan DFTP.

Bagian Hedua
STRUKTUR ORGANISASI MPP

Pasal &
truktur Organisasi MPP terdini atas;
. HRetas,
Sekretariat,
Komisi Konstitusi dan Legislasi,
Komisi Organizas] dan Kewilayvaham,
Komisi Kebijakan Publik,
Komiai Kajian Strategis,
Komisi ldeclogl Partai, dan
Komisi Ketahanan Keluarga.

2
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Paragraf 1
Bekretariat MPP

Pasal T
(1] Sekretariat MPP mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan
pemberian  dukungan administrasi kepada seluruh  unit  struktur  di
lingkungan MFPP.
(2] Sekretariat MPP dipimpin oleh Sekretaris MPP yang bertanggung jawab
kepada Ketua MPP.
Pasal 3
Dialam melaksanakan fungsl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),
Sekretariat MPP bertugas:
mengoordinasikan kegatan MPP,
mengoordinasilian perumusan Pedoman Partai;
mengoordinasikan evaluasi program MPF;
memberikan dulungan administrasi MPP;
mengoordinasikan peryusunan rencana strategis dan RKAT MEF;
mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rancangan anggaran

belanja tahunan MPF;
=

i -t

mengoordinasikan penyusunan laporan kerja dan kinerja MPE; dan
melaksanalan tugas lain yang dismanatkan oleh Ketua MPP.

o
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Paragraf 2
Homisi Konstitusi dan Legislasi

Pasal 9
{1} Komisi Konstitusi dan Legislasi, yang selanjutnya disingkat KKL mempunyal
fungsi pengkajian konstitusi dan legislasi Partai
{2} KKL dipimpin oleh Ketua KKL vang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

Pasal 10
Dalam melaksanakan fungsi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), KEL
bertugas:
a. memberikan pandangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada DPP
dan DSP dalam pelaksanaan konstitusi dan legislas] Partai, baik diminta atau
tidalk diminta;
menyusun dan merumuskan rancangan konstitusi dan legislasi Partai;
melaksanakan desiminasi rancangan konstitusi dan rancangan legislass;
melaksanakan sosialisasi konstituzi dan legislasi Partad;
menyiapkan penetapan terhadap Panduan Partai yang bertentangan dan/atau
tumpang-tindih;
mengkaji, menilai, dan menyiapkan penctapan hasil uji material antara
Peraturan Partal dengan AD dan ART,
menyusun RKAT Komisi;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua MFPP.

nEs e

by
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Paragrafl 3
Komizsi Organisasi dan Kewilayahan

Pagal 11
(1) Komisi Organisasi dan Kewilayshan, yang selanjutnya disingkat KOK
mempunyai fungsi pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan Partal
pada organisasi strukiur Partai dan klaster kewilayahan.
(2] KOK dipimpin oleh Ketua KOK yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

Pasal 12

Dalam melaksanakan fungsi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1], KOk

bertugas:

B mﬁbm‘kan pandangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada DFP
dan DSF dalam pelaksanaan kehijakan dan program Partal pada OTgAnisasi
dan klaster kewilayahan;

b, menyusun, merumuskan, dan menyosialisasikan konsepsi dan Pedoman

Partai pada organisasi dan klaster kewilayahan;

menyusun REAT Komisi;

menyusun dan menyvampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua MFP,

Paragraf 4
Homisi Kebijakan Publik

B o

Pasal 13
(1} Komisi Kebijakan Publik, selanjutnya disingkat HKKP mempunyal fungsi
pemmberian  pertimbarigan dalam  penyelenggaraan Partai pada Kklaster
leebijadean publile.

A




5 dari &3

(2] KKP dipimpin oleh Ketua KKP vang bertanggung jawab kepada Ketua MEPP.

Pasal 14
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), KEP
bertugas:
a. memberikan pandangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada DPF
dalam pelaksansan kebijakan dan program Partai pada klaster kebijakan
publik;
menyusun rancangan Pedoman Partai pada kiaster kebijakan publik;
menyosialisasikan konsepsi dan Pedoman Partai pada klaster kebijakan
publik;
menyusun EEAT Konuss;
menyusun dan menyampaikan laporan ketja dan kinerja Komisi; dan
melaksanakan tugas lain vang diamanatkan Ketua MPP.

oo

=

5
Komisl Kajian Strategis

Pasal 15
(1] Komisi Kajian Strategis, vang selanjutnya disingkat KKS mempunyal fungsi
pemberian pertimhangan dalam penyelenggaraan Partai pada klaster kajian
atrategis Partai,
[2) KKS dipimpin oleh Ketua KKS yang bertanggung jawab kepada Retua MPP,

Pasal 16
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat {1), KKS
bertugas:
a. melaksanakan kajian stratepis terhadap permasalahan yang sangat penting
dan berdampalk luas bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terkeait
perkembangan lingkungan strategis Partai di tingkat nasional, regional, dan
global;
menvosialisasikan hasil kajian strategis secara reguler dalam rapat pimpinan
MFP atan forum lainnya sesuai arahan Ketua MPP;
menyusun Pedoman Partai yang terkait dengan klasternya;
menyusun REAT Kommisi;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komuizsi; dan
melaksanakan tugas lain yang diemanatkan Ketua MFPF.

=3
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Paragraf &
Homisi Ideologi Partai

Pasal 17
(1] Komisi ldeologi Partal, yang selanjutnya disingkat KIF, mempunyai fungsi
pelaksanaan kajian dan perumusan [deologi Partai,
{2} KIP dipimpin oleh Ketua KIF yang bertanggung jawahb kepada Ketua MPP.

Fasal 18
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), KIP
bertugas:
a.  melaksanakan kajian Ideologi Partal agar scsuai dengan AD dan ART Partai;
b. merumuskan ldeologi Partal sesuai dengan Amanat Musyawarah Nasional, AD,

dan ART Partai;
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menyosialisasikan hasil kajian dan perumusan dalam rapat pimpinan MPP
atau forum lainnya sesuai arahan Ketua MPF;

menyosialisasikan Ideologi Partai kepada Anggota Partay;

menyusun REAT Komisi;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
melaksanakan tugas lzin yang diamanatkan Ketua MPP.

w o

Paragraf 7
Komisl Ketahanan Heluarga

Pasal 19
(1) Komisi Ketahanan Keluarga, yang selanjutnya disingkat KKK mempunyai
fungsi pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan Partai pada klaster
ketahanen keluarga.
{2} KKK dipimpin oleh ketua KKK yang bertanggung jawab kepada ketua MPP.

Pasal 20

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), KKK

bertugas:

a. memberikan pandangan, rekomendasi, konsultasi dan supervisi kepada DPP
dan DSP dalam pelaksanaan kebijakan dan program Partai pada klaster
ketahanan keluarga;

b. menyasun, merumuskan dan menyosialisasikan konsepsi dan Pedoman Pattai

pada klaster ketahanan keluarga;

menjalin kerja sama dengan BPKK DPP dan Kemisi Keluarga Sakinah DSP

dalam rangka mewujudkan program Partai di bidang ketahanan keluarga;

menyusun RKAT Komisi;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komist; dan

melaksanalkan tugas lain yang diamanatkan Ketua MPP.

m

=

BAB IV
DEWAN SYARIAH PUSAT

Bagian Hesatu
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 21
(1) DSP adalah Struktur Partai di Tingkat Pusat di bawah pengawasan dan
pengoordinasian DPTE.
{2 DSP berkedudukan sejajar dengan MPP dan DFP.

Pasal 22
{1} DSP mempunyai fungsi pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi
dalam penyelenggaraan alktivitas Partal terkait kesyarighan, disiplin
organisasl, dan Kode Etil: Partai.
(2] DSP dipimpin oleh Ketua DSP yang bertanggung jawab kepada Ketua MS
melalui DFTP,
Pasal 23
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), DSP
bertugas:
a. menetapkan dan menyosialisasikan landasan Syariah, disiplin organisas=i, dan
Hode Etilkk Partai;
b. menetapkan putusan dan menyosialisasikan atas masalah kesyanahan,

Els
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disiplin organisasi, dan Kode Etik Partai yang diajukan DPP dan Dewan
Syariah Wilayah;

¢, menetapkan dan menyosialisasikan kajian, sanksi, dan Bayamn;

d. melaksanakan pembinaan atas Dewan Syariah Wilayah dan Dewan Etik
Daerah;

e, membentuk dan menetapkan Panduan DSP terkait aspek kesyarizhan, disiplin
organisasi, dan Kode Etik Partad;

f. melaksanalkan pendidilcan dan pelatihan kesyvariahan dan Kode Etik Partai;

g. mengkaji masalah strategis nasional dari perapeltif syariah;

h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keayariahan, Kode Erik Partai,
dan Tata Beracara Kemahkamahan,

i. menyusun EEAT DSE;

j.  menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja DSF; dan

k. melaksanakan tugas lain yvang dismanatkan M3 dan DPTP.

Bagian Kedun
STRUKTUR ORGANIEAS] DSP

Pasal 24
Struktur Organisasi DSP terdin atas:
Ketua;
Sekretariat;
Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organizasi, dan Etik;
Eomisi Kapan dan Bayan,
Komisi Bina Struktur dan Sumber Daya Manusia;
Eomizi Bina Keluarga Sakinah; dan
Komasi Keumatan.

TR Lo TR

Paragraf 1
Sekretariat DEP

Pasal 25

(1) Sekretariat DSP mempunyai fungsi koordinesi pelaksanaan tugas dan
pemberian dukungan administrasi kepada selurub unit struktur di lingkungan
DEPR.

(2] Sekretariat DSP dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada
Eetua DSF,

Pasal 26

Dalam melakzanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalemm Pasal 25 ayat (1],

Sekretariat DSP bertugas;

a. mengoordinasikcan kegiatan DSP,

b. mengoordinasikan penyusunan landasan Syariah dan Edk atas Peraturan

Partai;

mengoordinasikan penyusunan Panduan DEF;

mengoordinasikan sosialisasi Kode Etik Partai, Panduan DSF, dan Bayan;

mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rancangan anggaran

belanja tahunan DEF;

memberikan duliungan administrasi DSP;

mengoordinasikan penyusunan laporan kerja dan kinerja TSP,

menyupervisi terhadap pelaksanaan koordinasi Dewan Syariah Wilaysh ke

Dewan Etils Daerah; dan

L
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melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Ketua DEP.
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Paragral 2
HKomisi Penegakan Disiplin S8yariah, Organisasi, dan Kode Etik

Fasal 27
(1) Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Kode Etik mempunyai
fungsi penegakan disiplin Syariah, organisasi, dan Kode Etik terhadap Angaota
Partai.
(2) Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Kode Etik dipimpin oleh
seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua D3P,

Pasal 28

Dalam melaksanakan fungs: sebagaimana dimabsud dalam Pasal 27 ayat (1),
Ketua Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Kode Etik bertugas:
a. menumbubkan budaya penegakan disiplin Syariah, organisasi, dan Kode Etik;
b. menetapkan dan menyosialisasikan penegakan disiplin Syariah, organisasi,

dan Kode Etik;
c. menyusun rancangan Panduan DSP terkait penegakan disiplin Syariah,
organisasi, dan Kode Eiik;
menyuasun REAT Komiai;
menviisun dan menyampailian laporan Rerja dan kinerja Komisi; dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DSP.

oo

Paragraf 3
Homizi Kajian dan Bayan

Pasal 29
[1) Komisi Kajian dan Bayon mempunyai fungsi perumusan dan sosialisasi kajian
dan Bayan Syariah.
[2) Komisi Kajian dan Bayan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab
kepada Ketua DSP,

Pasal 30
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1),
Komisi Kajian dan Sayan bertugas:
a.  merumuskan dan menyosialisasikan landasan Svariah Partai,;
b. melakukan kajian atas masalah Syariah, disiplin organisasi, dan Etik
yvang diajulan Dewan Syariah Wilayah;
merumuskan hasil kajian tentang kesyariahan;
menyusun rancangan Bayan,
mengoordinasikan penyusunan Panduan DSP terkait aspek Syariah;
menyusun rancangan Panduan DEP tentang kesyariahan;
menyusun REAT Komisi;
menyusun dan menyampakan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
melaksanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Ketua DSE.

- R

Paragraf 4
Komisi Bina Struktur dan Sumber Daya Manusia

Pasal 31 _ ]
{1) Komisi Bina Struktur dan Sumber Daya Manusia mempunyal hangsi
perekrutan, pelatihan dan pembinaan Sumber Dava Manusia kesyariahan,

keorganisasian, dan etik,;
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(2} Komisi Bina Strukiur dan Sumber Daya Manusia di pimpin oleh seorang
Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua DSP.

Pasal 32
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimeksud delam Pasal 21 ayat (1),
Komisi Bina Strukiur dan Sumber Daya Manusia berbugas:
a. melaksanakan pembentukan dan penyelenggaraan struktur yang efektif;
b. melaksanakan perckrutan, pelatthan dan pembinaan Sumber Daya Manusia
kesyariahan, keorganisasian, dan etik;
¢. mengoordinasikan penyusunan Panduan DSP terkait pembinaan struktur dan
sumber Daya Manusia;
d. menyusun rancangen Panduan DSP tentang pembinaan struktur dan Sumber
Daya Manusia;
menyusun REAT Komiai;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
melaksanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Ketua DSP.

T

Paragraf 5§
Komisi Bina Keluarga Sakinah

Pasal 33
(1) Komisi Bina Keluarga Sakinah mempunya: fungsi pelaksansan kajian,
pendidikan, dan pembinaan keluarga sakinah.
[2) Komisi Bina keluargs Sakinah dipimpin cleh seorang Ketua yang bertangpang
jawah kepada Ketua DSP.

FPasal 34
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1),
Komisi Bina Keluarga Sakinah bertugas:
a.  melalukan kajian, pendidikan, dan pembinaan keluarga anggota
dalam rangka mewujudkan keluargs sakinah, mawadaoh, dan rahmak;
menyosialisasikan hasil kajian keluargs sakinah,
mengkaji atas masalah-masalah dan tantangan keluerga sakinah;
menyusun rancangan Panduan DSP terkait bina keluarga sakinah;
menyusun REAT Komisi;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DSF.

N R

Paragraf 6
Komisi Keumatan

Pagal 35
{1} Komisi Keumatan mempunyai fungsi pembangunan kerja sama keumatan dan
sosialisasi putusan, konsepsi dan pemikiran DSP kepada masyarakat.
(2} Komisi Keumatan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab
kepada Ketua DSF.

Pasal 36
Dalam melaksanakan fungs! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1),
Komisi Keumatan bertugaa:
a. meningkatkan komunikasi dan kerja sama antar tokoh sgama, tokoh
organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyaralat;
b. meningkatlkan peran partal sebagai perekat masyarakal vang menghadirkan

vds
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Islam rahmatan (i alamin
e. meningkatkan kehidupan beragama yang kondusi{ bersama komponen
bangsa;
menyusun rancangan Panduan DEP terkait aspek kemasyarakatan;
menyusun REAT Komisi;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan olzh KEetua DSP,

mosa

BAB V
DEWAN PENGURUS PUSAT

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 37
(1) DPP adalah Struktur Partal di Tinglat Pusat di bawah pengawasan dan
pengoerdinasian DPTP.
2] DPP berkedudukan sejajar dengan MPP dan DSP.

Pagal 38
{1} DPP mempunyai fungsi pelaksanaan dan penyelenggaraan organisasi serta
kepengurusan Partal.,
(2] DPP dipimpin oleh Presiden Partai yang bertangpung jawab kepada Ketua MS
melalui DPTP,

Pasal 39
Dalam melsksanakan fungsi sebagaimana dimalksud dalam Pasal 38 ayat (1), DFP
bertugas:
melaksanakan kebijakan dan program Partai;
menyusun dan penctapan Panduen Partai;
menyusun dan pengajaan Pedoman Partai kepada MPF;
mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Parted dengan
MFFP dan DSF;
menyelenggarakan rekrutmen calon Anggote Partai dan melaksanakan
kaderisasi Angpota Partal secara berjenjang dan berkelanjutan;
memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program Partai;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja DFP secara berkala;
menyelenggarakan tugas-tugas struktural, konsgepsional, manajerial, dan
operasional;
mengelola dan melaporkan barang /kekayvaan milil Partai;
menyusun REAT Partai; dan
melaksanakan tugas lain vang diamanatkan MS dan DPTF,

o oE

m

TR o

zlh- —

n Kedus
STREUEKTUR ORGANISASI DEWAN PENGURUS HARIAN PUSAT

Paragraf 1
Pengurus Harian DPP

Pasal 40
Pengurus Harian DPF terdiri atas:
g. Presiden Pairtai,
b. Sekretaris Jenderal, dan
c. Bendsehara Umtim.
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Paragral 2
Badan-Badan Eksecloatif DPP

Pasal 41
Badan-badat elkselntfl DFF terdiri atas:
Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri,
Badan Penelitian dan Pengembangan,
Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah,
Fraksi PKS di DPR RI, dan
Frakai FKS di MPRE EL

PEp TR

Paragraf 3
Bidang-Bidang Eksekutif DPP

Pasal 42

Bidang-bidang ekseloutif DPP terdin atas:

a. Bidang Kaderisasi,

b. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa,

¢. Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Anggota,

d. Bidang Kepemudaan,

e. Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga,

f. Bidang Hubungan Masyarakart,

g Bidang Seni dan Budaya,

h. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

i. Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada,

j. Bidang Kessjahteraan Sosial,

le. Bidang Pembangunan Keumatan dan Dalowah,

l. Bidang Ekonomi dan Keuangan,

m. Bidang Telkmnologi, Industr, dan Lingkungan Hidup,
Bidang Ketenagakerjaan,
Bidang Tani dan Nelayvan,
Bidang Kepanduan,
Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara [SUMBAGUT],
Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (SUMBAGSEL),
Bidang Pembinaan Wilayah Banten, DKl Jakarta, Jawa Barat [BANJABAR],
Bidang Pembinaan Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta [JATIJAYA)
Bidang Pembinaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur [BALINUSRA),
Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan,
w. Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi, dan
% Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Bagian Timur (INTIM),

=

=

Bagian Ketiga
PENGURUS HARIAN DEWAN PENGURUS PUSAT

Paragraf 1
Presiden Partai

Pasal 43

(1] Presiden Partai adalah pemimpin elsekutif Partai yang mengetaai DPP.
(2] Presiden Partal berfugas memimpin penyelenggaraan organisasi dan

kepengurusan DPP.
A
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Pazal 449
Dalam melaksanalkan tugas scbagmimana dimaksud delam Pasal 43 ayat (2],
Presiden Partai menyelenggarakan fungsi;

a. kepemimpinan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dan program Partai;

b. penctapan struktur dan kKepengurusean Majelis Pertimbangan Wilayah dan
Dewan Penpuras Wilayah;

¢, penctapan strukiur dan kepengurusan Dewan Syariah Wilayah, atas usul
pembentulan DSP;

d. pemimpin dan penanggang jawah pelaksanaan pemenangan Pemilihan Umum
dan Pemilihan Kepala Daeraly;

e. penetapan daftar calon tetap angegota Dewsn Perwakilan Ralorat Republike

Indonesia;

penetapan calon Gubernnr danfatau Wakil Gubernur sesual arahan DPFTPE;

penetapan calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai;

penetapan calon Bupail danfatan Wakil Bupati atan Walikota dan/ ataas Wakil

Walikote sesuai arahen Dewan Pimpinan Tingkat Puosat dengan

rmemperhatikan usulan dari Dewan Pengurue Wilayah danfatan Dewan

Penpurus Dasrahy;

i. bertindak untuk dan atas nama Partai dalam penandatanganan perjanjian

atan persetujuan denpan pihak ladng

penetapan Panduan Partai;

penyusunan Pedoman Partal untulk selanjutnya diajulkan kepada MPF;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Partai dengsn MPP dan

DSl

m. penetapan Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Partai;

n. penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja Presiden Partai
gecara berkala kepada DETF;

0. pengelolaan barang,/kekayaan mililk Partai; dan

p.  pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan MS dan DFTP.

Fe

- b

Paragraf 2
Bekretariat Jenderal

Pagal 45

{1} Sekretariat Jenderal mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan
pemberian  dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan DFP,

(2} Sckretariat Jenderal dipimpin oleh  seorang Sekretariz Jenderal yang
gelanjutnya di singkat SBeljen dan dalam tugasnya dibantu oleh 9 {(sembilan]
Walkdil Sekjen,

[3}) Sekjen bertangeung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 46

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1),

Sekretariat Jenderal bertugas:

a. mewalili Presiden Partai saat berhalangan sesuad dengan tugas dan ungsinya;

b. mengoordinasikon pelaksanaan tugas DPP dan kelancaran penyelenggaraan
tugas Presiden Partai;

¢. mengoordinasikan perencanasn, pelaisanaan, supervisi, dan evaluasi
kebdjalean dan program Partai;

d. mengoordinasikan manajemen pemenangan Pemilihen Umum dan Pemiliban
Kepala Daerah;

I
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mengoordinasiltan pengslolaan ristko Partai;

menyiapkan penetapan Panduan Partad;

mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sistem
manajemen Partai;

mengoordinasikan penyusunan laporan semesteran DFF;

menyusun REAT DPF;

menyuaun dan menyampaikan laporan sekretariat jenderal secara berkala; dan
melakzanakan tugas lain vang diamanatlan oleh Presiden Partai.

Paragrafl 3
Wakil Sekjen

Pasal 47
Wakil Sekjen mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekjen dalam
pelaltsanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dulungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DFP,
Walil Sekjen bertanggung jawah kepada Sekjen.

Pagal 48

Dalarn melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pagal 47 ayat [1), Wakil
Selgen bertugas:

a.

b.

memberikan bantuan kepada Sclkjen dalam melabsanakan koordinasi
pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unit organisasi di ingkungan DPP sesuai dengan bidangnyva; dan
pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

4
Organisasi Sekretariat Jenderal

Pasal 49

Orpanisasi Sekretariat Jenderal terdin atas:

= L - -

——
—
—

()

Wakil Sekjen Organisasi, Kinerja, Adminisirasi, dan Sistem Informasi Fusat Data,
Wakil Sekjen Personalia dan Kerumahtanggaan,

Waldl Selgjen Hulkum dan Advokasi,

Wakil Sekjen Program dan Isu Strategis,

Walkil Sekjen Hubungan Antar Lembaga,

Waldl Sekjen Protokoler dan Pengamanan Pimpinan,

Wakil Sekjen Perencanaan dan Kajian Strategis,

Wakil Sekjen Arsip dan Sejarah,

Wakil Sekjen Komunikazsi Publik.

Pasal 50
Walkil Sekjen Organisasi, Kinerja, Adrministrasi, dan Sistemn Informasi Pusat
Data mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekjen dalam
melaksanakan pengelolaan organisasi, kinerja, administrasi dan sistem
informasi pusat data.
Wakil Sekjen Organisasi, Kinerja, Administrasi, dan Sistem Informasi Pusat
Diata bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 51

Dalam melaksanalan tugas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Walkil
Sekjen Organisasi, Kinerja, Administrasi, dan Sistem [nformasl Pusat Data
bertugas:
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a. memberikan dulmngan organisasi dan administrasi kepada clemen Partai
tingkat pusat;

b. mengoordinasikan penyusunan  evaluasi  kinerja dan rekomendasi
penyempurnaan kebijakan dan program Partai;

o, menyiapkan penetapan Panduan Partad;

d. menyusun Panduan organizasi, kinerja, administrasi dan siatemn informasi pusat
data Partai;

e, memberikan dukungan pengelolasn organizasi, kinerja, administrasi, data dan
siztemn informasi Partai;

f. memberikan dukungan pengelolaan risiko Partai;

g- mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi sistem manajemen
Partai;

h. memberikan dukungan koordinasi penyusunean laporan berkala DPP,

i. memberikan dulungsn penyusunan dan penyampaian laporan kerja den
kinerja Sekretariat Jenderal;

j.  menyusun dan menvosialisasikan Panduan siastemn manajemen kinerja Partai;

k. melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerjn Partai secara
berkala;

. mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem manejemen
Partai;

m. mengoordinasikan penvusunan laporan kerja dan kinerja sekretariat jenderal
dan DPF;

n. mengoordinagikan penyusunan RKAT Sekretariat Jenderal; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 52
{1} Wakil Selgjen Persenalia dan Kerumahtangpaan mempunysi fungsi pemberian
bantuan kepada Selfen dalam melaksanakan pengelolaan personalia dan
kerumahtanggaan Partai.
[2) Wakdl Sekjen Personalia dan kerumahtanggaan bertanggang jawab kepada
Selgen.

Pasal 53
Dalam melaksanskan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Walkil
Sekjen Personalia dan Kerumahtanggaan bertugas:
a. mengelola, membina dan memberdayakan personalia Partad;
b, mengelola kerumahtanggaan partai;
c. menyusun Panduan terkait pengelolaan personalia dan kerumahtanggaan;
d. mengelola dan merawat sarana dan prasarana serta fasilitas Partai;
e. memenitoring dan mengevaluasi pengelolaan sarana dan prasarana aerta
fasilitas Partat;

f. menvusun REAT;
g, menyusun dan menyampaikan laperan kerja dan kinerfa secara berkala; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 54
(1) Wakil Sekjen Hukum dan Advokasi mempunyai fungsi pemberian bantuan
kepada Sekjen dalam melaksanakan tata kelola hukum dan advokasi Partai.
(2] Wakil Sekjen Hukum dan Advokasi bertanggung jawab kepada Selgen.

Pasal 55
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Wakil
Sekjen Hukum dan Advolkasi bertugas: :
a. mengelola tata kelola hulum dan advokasi kepada pimpinan dan elemen Partai

A
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tinglkat pusat;

. menyusun Panduan terkait pengelolaan hukum dan advokasi Partai;
mengevatuasi dan merekomendasiltan penyempurnaan pengelolaan hukum dan
advolasi;

d. melaksanakan penyusunan peraturan dan produk hukum Partai;

e, memberikan pertimbangan dan nasehat huloim;

f. melaksanakan pengkajian dan pengembangan produk hukum Partai;

g. mengoordinasikan advokasi dan pengamanan Fartal dalam Pemilu dan Pilkada;

h

1.

LT =

. mengelola informasi dan produk hukum Partai;
mendukung koordinasi advokasl dan pengamanan Partal dalam Pemilu dan
Filkada;
j. memfasilitasi dan mengoordinasikan bantuan hukum dan advolasi;
k. menyusun dan menyvampaikan laporan kerje dan kinerja secara berkala;
. menyusun REAT, dan

m. melaksanakan tugas Lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 56
{1} Wakil Sekjen Program dan Isu Strategis mempunyai fungsi pemberian
bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan pengoordinagian monitoring
pragram serta isu strategis.
{2} Wakil Sekjen Program dan Isu Strategis bertangpung jawab kepada Sekjen.

Pagal 57
Dalam melaksanalkan tugas sebapaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Wakil
Sekjen Program dan lsu Strategis bertugas:
a., memonitoring pelaksanasn program kerja Partai; .
b. memeonitoring dan kajian isu strategis sebagai bahan pertimbangan Partai;
c. mengevaluasi dan merekomendasikan penyempurnaan program dan kajian isu
strategis Partai;
d. memvusun EEAT,
. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan olch Sckjen.

Pasal 58
{1} Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri mempunyai fungsi
pemberian bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan pengelolaan
hubungan antar lembaga dan luar negeri.
{2) Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri bertanggung jawab
kepada Sekjen,

Pasal 59
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1),

Wakil Sckjen Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri bertugas: .

a. mengelola pelaksanaan hubungan Antar Lembaga secara harmoni dan
sinergis;

b. mczr[eiwaluaa[ dan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan hubungan antar
lembaga Partai;

¢. memberikan dukungan dan membantu Sekjen dalam membangun jejaring
kerja sama antar lembaga dan luar negeri; -

d. memberikan duluangan untuk menjalin komunikasi dengan organisasi
kemasyarakatan dan kemponen lainnya;

e, memberikan dukungan untuk menjalin dan membina serta memantapkan

hubungan kerja sama dengan partai politik lain di Indonesia;



f. memberikan dukungan untuk menjelin dan membina serta memantapkan
hubungan kerja sama dengan Lembaga negara dan organ pemerintah;

g. memberikan dukungan untuk menjalin komunikasi dengan organisasi asing;

h. memberkan dukungan untuk menjalin komunikasi dengan Duta Besar alau
perwalkilan negara asing di Indonesia;

1. memberikan dukungan untuk menjalin komunikasi dengan perwakilan

organisasi Internasional di Indonesia;

menyusun RKAT;

menyusun dan menvampalikan laporan kerja dan kitierja secara berkala; dan

melakasanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen,

R

Pagal 60
(1] Walkil Sekjen Protokeler dan Pengamanan Pimpinan mempunyal fungsi
pemberian bantuen kepada Sekjen dalam melaksanakan pengelolaan protokol
dan pengamanan pimpinan Partai.
[2) Wakil Sekjen Protokoler dan Pengamanan Pimpinan bertanggung jawab
kepada Seljen.
Pasal 61
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1),
Wakil Sekjen Protokoler dan Pengamanan Pimpinan bertugas:
. mengelola protokol dan pengamanan pimpinan Partai;
b. menyusun Panduan protokel dan pengamanan pimpinan Partai;
c. mengevaluasi dan  merckomendasikan penyempurnaan protokol dan
pengamanan pimpinan Partad;

d. memberikan dukungan protokol kepada DPTP beserta keluarganya;

e, memberikan dukungan pengamanan dan pengawalan kepada DPTP beserta
keluarganya melalui koordinasi dengan Bidang Kepanduan;

f.  memberikan dukungan protokol dan pengamanan dalam acara-acara resmi
Partai sesuai dengan penugasan DPTE;

g. memberikan supervisi, advokasi, dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan
kepada protokol DPW,

h. menyusin BEEAT;

i, menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan

j.  melaksanakan tugas lain yang diamanatkan olch Sekjen,

Pasal 62
(1) Wakil Selijen Perencanaan dan Kajian Strategis mempunyal fungsi pemberian
bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan penyusunan peréncanaan dan
kajian strategis.
(2} Wakil Sekjen Perencanasan dan Kajian Strategis bertanggung jawab kepada
Sekjen.

Paszal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Walal

Sekjen Perencanaan dan Kajlan Strategis bertugas:

o mengoordinasikan penyusurnan perencanasn dan kajan strategis;

b. mengevaluasi dan merekomendasikan perencanaan dari hasil kajian bidang
dan badan DFF;

. mendukung keordinasi perencanaan dan kajian strategis Partai]

d. memberikan dukungan koordinasi penyiapan bahsan perencanaan tahunan
DPP dengan bidang dan badan DPP serta fraksi PKS DFR Rl dan MPR RI,

e, memberikan dultungan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran

SAE
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tahunan sekretariat jenderal;
f. memberikan dukungan koordinasi kajian dan analisis lingkungan strategis;
penelitian dan pengembangan program untuk dukungan perencanaan Partai
menyvusun REAT,
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
rmelaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

= ow

Pasal 64
{1} Wakil Seljen Arsip dan Sejarah mempunyai fungsi pemberian bantuan
kepada Sekjen dalam melaksanakan penyelenggaraan kearsipan dan
kesejarahan Partai.
{2) Wakil Sekjen Arsip dan Sejarah bertangpung jawab kepada Sekjen.

Paaal 65
Dalam meclaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayal {1},
Wakil Sekjen Araip dan Sejarah bertugas:
A menyusun master plan program Wakil Sekjen Arsip dan Sejarah tentang
arsip dan sejarah Pariai;
b. membangun budaya pembuatan dokumen, arsip, dan penulisan sejarah
kegiatan Partai yang tepat dan akurat;
¢, memberikan dulungan penyelenggaraan kearsipan dan kesejarahan;
d. mengoordinasikan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusunan
arsip; serta membuat produk sejarah;
s. memberikan dulungan penyusunan REAT sekretariat jenderal terkait
kearsipan dan Sejarah;
f. memberikan dukungan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan
kinerja sekretariat jenderal terkait kearsipan dan sejarah;
g, menyusun RKAT;
h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen,

Pasal 66
{1) Wakil Sekjen Komunikasi Publik mempunyai fungsi pemberian bantuan
kepada Sclretaris Jenderal dalam melaksanakan Komunikasi Publik.
(2] Wakil Sekjen Komunikasi Publik bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pazal 67
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat {1},
Wakil Sekjen Koemunikasi Publik bertugas:
a. mendukung koordinasi pelaksanaan tugas DPP;
b. memberikan dukungan komunilasi strategis, komunikasi milenial, serta
komunikasi internal, dan kebijakan partai;
c. mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi  sistem
komunileasi Partai;
d. memberikan dukungan keordinasi penyusunan laporan semesteran DEF,
e, menyusin BERAT;
{ menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan lkinerja secara berkala; dan
2

. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan cleh Selden.
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Paragraf 5
Bendahars Umum

Pasal 68
(1] Bendahara Umum yang sclanjuinya di singkat Bendum mempunyai fungsi
pelakzanaan pengelalasn anpgaran pendapatan dan belanja Partal.
i2] Bendum dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Bendahara Umum.
(3] Bendum bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 69

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1),
Bendum bertugas:
a, mengoordinasikan perencanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Partai;
b. mengoordinasikan manajemen anggaran Partai dalam pemenangan Pemilihan
Umum dan Pemilihan Kepala Dacrah;
menggali dan menggalang potensi keuangan dari sumber-sumber yang sah;
menyusun Panduan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Partas;
melaksanakan tugas terkail aspek sosial dan kescjahteraan pengurus Partai;
mengoordinasikan pengadaan logistik untuk pemilihan umum secara nasional
menyusun REAT Bendum,
menyvusun laporan keuangan sesual dengan aturan yang berlaku;
menyusun dan penyampaian laporan kerja dan kinerja Bendum secara
berkala, dan
j. melalesanakan tugas lain yang diamanatiean oleh Preiden Partai,

= ol - X1 0 =

Paragraf 6
Organisasl Bendum

Pasal 70
Organisasi Bendum terdiri atas:
a. Wakil Bendum 1 (Satu) Pendapatan Partad,
b. Wakil Bendum 2 (Dua) Belanja Partai, dan
e. Wakil Bendum 3 (Tiga} Administraszi dan Akuntansi.

Paragraf 7
Wakil Bendum 1 (Satu) Pendapatan Partai

Pasal 71
{1] Wakil Bendum 1 {Satu) Pendapatan Partai mempunyai fungsi membantu
Bendum dalam melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan,
{2} Wakil Bendum 1 (Satu) Pendapatan Partai bertanggung jawab kepada
Bendum.

Pasal T2
Dalam melaksanakan funsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Walkil
Bendum 1 (Satu) Pendapatan Partai bertugas:
a. mendultung koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan
pelaksanaan anggaran pendapatan Partai;
b. mendukung penggalinn don penggalangan potensi keuangan darl sumber-
sumber yang sah;
¢. mendukung penyusunan Panduan pengelolaan anggaran pendapatan dan
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belanja Partai;

mengembangkan dan mencari sumber-sumber pendanaan program dan kerja
sama kemitraan strategis antar lembags;

menagih dan mengkontrol setoran wajib anpgota dewan dan juran anggota
Partai;

mendukung penghimpunan dan pengelolaan dana banpol serta sumbangan
lain yang sesuai dengan peraturan perundsnpg-undangar;

mendukung penyusunan RKAT Bendum;

mendukung penyusunan laporan kerja dan kinerja Bendum, dan
melaksanakan tugas lain yang dismanatkan oleh Bendum.

Paragral B
Wakil BEendum 2 (Dua) Belanja Partai

Pasal 73
Wakil Bendum 2 (Dus) Belanja Partal mempunyai fungsi pemberian bantuan
kepada Bendum dalam melaksanakan pengelolaan anggaran belanja Partai,
Wakil Bendum 2 (Dua) Belanja Partal bertanggung jawab kepada Bendum.

Pasal 74

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)
Wakil Bendum 2 [Dua) Belanja Parted berfugas:

B.

=
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(1)

(2)

mendukung keordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan
pelaksanaan anggaran belanja Partai;

mendukung penyusunan Panduan pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja Partai;

mengelola barang / kekayaan milik Partai;

menyusun desain dan strategi pengembangan aset Partai;

melaporkan aset dan perkembangannya;

menyediakan infaormasi studi dan beasiswa serta lavanan kesehatan;
mengembangkan kegiatan sosial, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan,
dan perumahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota;
menduloung koordinasi petigadaan logistik pemilihan umum secara nasional;
mendulkung penyusunat REAT Bendum;

mendukung peayusunan laporan kerja dan Rinerja Bendum; dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Bendum,

9
Wakil Bendum 3 [Tiga) Administrasi dan Akuntansi

Pasal TG
Walkil Bendum 3 (Tiga) Administrazi dan Aluntansl mempunyai fungsi
pemberian bantuan kepada Bendum dalam meloksanakan penpgelolaan
administrasi dan aluntans keuangan,
Walil Bendum 3 {Tiga) Administrasi dan Akuntansi bertanggung jawab kepada
Bendum.

Paszal Té

Dalam melaksanakan funpgsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1),
Wakil Bendum 3 (Tiga) Administrasi dan Akuntansi bertugas:

- W

b.

mendukung koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan
pelaksanaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja Partai;
mendukung penyusunan akuntansi dan laporan keuangan Partai;
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mendukung penyusunan Panduan pengelolaan anggeran pendapatan dan
belanja Partai;

mengembanglan sistem dan diklat kebendaharaan;

memberikan dukungan penyusunan kebijakan keuangan Partai;

menyusun dan pengendalian anggaran,;

mengembangkan siatem dan prosedur aluntansi keuangan Partai;
menyusun laporan keuangan Partai;

melaksanakan audit keuangan Partai;

menyosialisasikan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kenangan Partai;
IMEnyLLEUn dan mengembanglkan  sistem  informasi TTLETIA T T
leebendaharaan;

mendukung pensusunan RKAT Bendum;

mendukung penyvusunan laporan kerja dan kinerja Bendum; dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Bendum.

Bagian Keempat
BADAN-BADAN DFP

Paragraf 1
Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri

Pasal 77

{1} Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri, yang selanjutnya disinglkat

BPFPLN mempunyai fungsi pembinaan dan pengembangan luar neperi Partai,

{2) BFPLN dipimpin oleh Ketua Badan vang bertanggung jawab kepada Presiden

Partai.

Pasal T8

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1),
BFPLN bertugas:

b.

po
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melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM luar negeri sesuai dengan
kompetensinya,

melaksanakan iobi dan diplomasi hubungan luar negeri dengan pihak
pemerintah dan non pemerintah;

memberikan layanan dan pembelaan publik Tuar negeri;

menyosializasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke perwalilan Partal
di lnarnegeri.

melakukan kajian strategis regional dan global; .
menyusun Panduan Partai terkait pembinaan dan pengembangan luar negers;
menyusun REAT badan;

melakukan koordinasi, komunikasi, dinamisasi, dan supervisi terhadap
perwakilan Partai di masing-masing Kawasan dalam rangka pemenangan
Pemilu;

loordinasi saksi di lnar neger:;

menyusin dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja badan secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partal,
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Paragraf 2
Organizasi BPPLN
Pagal T9
ﬂrgaﬂ]sasi BFPLM terdin atas:
Ketua,
Wakil Ketua,

R -~

(1)
()

(1

(2]

Sekretariat Badan,

Biro Kawasan,

Biroe Kajian,

Bire Pembinaan dan Pengembangan SDM Luar Negeri, dan
Bire Diplomasi dan Pelavanan.

Pasal BO
Wakil Ketua BPPLN mempunvai tugas membantu Ketua BPPLN dalam
melaksanakan pembinaan dan penpembangan luar negeri Partad.
Wakil Kefua BPPLN bertanggung jawab kepada Ketua BFFLN.

Pasal 81
Sekretariat  BPFLN mempunvai fungsi koordinasi pelaksamaan  tugas,
pembinaan, dan pemberian dulkungan adminisirasi kepada selurauh wnsur
orpanisasi di lingkungan badan.
Sekretariat BPFFLN dipimpin oleh Sekretariz vang bertangmang jawab kepada
Ketua BFFLN.

Pasal 82

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1],
Sekretariat BFPLN bertugas:

ik

b.

1

o I -

(L]

12]

menyupervisi (pembinaan, penilaian, pengawasan, pengarahan) tata kelola
BEPPLN dan perwalilan Partai di luar negeri,

mengoordinasilian dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan anggota,
termasuk anggota perempuan, dan keluarga anggots, di luar negeri;
mengawal pelaksanaan fungsi kajian, pelayanan, dan diplomasi internasional
Partai:

mengoordinasikan perpusunan Panduan Partad;

mengoordinasikan penyusunan REAT badan;

mengoordinasikan penyusunan dan penvampaian laporan kerja dan kinerja
badan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan Ketua BPPLN.

Pasal 83
Biroe Kawasan mempunyai fungsi koordinasi, komunikasi, dinamisasi, dan
supervisi terhadap perwakilan Partai di masing-masing kawasan dalam
rengka pemenangan Pemilu di luar negeri,
Biro Kawasan dipimpin oleh Ketua Biro bertanggung jawah kepada Ketua
EFPLN,

Pasal 64

Dalam melaksariakan fungsi schagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Biro
Kawasan bertugas:

a.

b.

menpootdinasikan dan memfasilitasi pembinaan angeota, termasuk anggota
perempuan dan keluarga angepota di luar negeri;
menata strukiur persakilan Partai di luar negeri;
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menylapkan konsep dan memfasilitasi pertumbuhan perwakilan-perwakilan
baru di luar negeri;

menjalankan peran diplomasi atas nama Partai;

melaksanakan pembentukan peluang kerja sama luar negeri vang produlktif
dalam berbagai bhidang;

menyusun Panduan Partal;

menyusun REAT Biro;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala;
dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua BFFLN.

Pasal 85
Biro Kajian mempunyal fungsi Kajian, perencanaan, pemetaan, dan
penpgembangan terleait BDM, strulitur, sosial-politik, dan kompetitor Partai di

luar negeri.
Biro Kajian dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Eetua
BEPPLN.

Pasal 86

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), Biro
Eajiat bertugas:

a.

k.

A -

(1)

(2)

melaksanakan kajian, analisiz, dan perencanaan terkalt pembinaan dan
pengembangan SDM dan strulktur Partad di luar negeri;

memetakan perkembangan sosial dan politik di luar neger secara berkala
sebagai bahan masukan kepada pimpinan Partai;

memetakan kompetitor Partai di hoar negert;

mereticanalkan pemenangan Pemilu di lnar negeri;

menyusun BEAT Biro;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala;
dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua BPPLN,

Pasal BY
Biro Pembinaan dan Pengembangan SDM Luar Negeri mempunyai fungsi,
desain, fasilitasi, dan supervisi program pembinaen, konsolidasi, dan
pengembangan SDM di luar negeri.
Biro Pembinaan dan Pengembangan SDM Luar Negerl dipimpin oleh Eetua
Birn yang bertangguing jawab kepada Ketua BPFPLN.

Pasal B8

Dalam melaksanakan fungsi sehagaimana dimalisud dalam Pasal 87 ayat (1), Biro
Pembinaan dan Pengembangan SDM Luar Negeri bertugas:

oop

o o

m

meramuskan program pembinasan dan pengembangan SDM luar negeri;
melaksanakan pembinaan dan pengembangan SOM Partal di laar negeri;
menyusunkan Panduan terkait pembinasn dan pengembangan SDM luar
negeri;

melaksanakan sosialisasi Pedoman dan Panduan Partai;

menyupervisi program pembinaan, konselidasi, dan pengembangan SDM luar
negeri;

menyusun EKAT Biro;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala;
dan

melaksanakan tugas lain vang diamanatkan Ketua BPPLIN.




Pasal 89
(1} Biro Diplomasi dan Pelayanan mempunyai fungsi pelayanan dan diplomasi
dengan pihak-pihak luar neperd, baik WHNI dan pihak asing, agar terjadi
penerimaan vang baik terhadap Partai oleh kawasan.
(2} Bire Diplomasi dan Pelayanan dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung
jawab kepada Ketus BPPLHN.

Pasal 90
Dalam melaksanakan fungsi sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Biro
Diplomasi dan Pelayanan bertugas:
a. menyusun program terkait dengan pelayanan dan diplomasi publik;
b. melaksanakan program pelayanan dan diplomaai publik;
e, menyusun petunjulk teknis tentang standar, norma, kriterla, dan prosedur
terkait dengan pelayanan dan diplomasi publik;
melaksanakan bimbingan teknil dan evaluasi;
menyusun Panduan terkait pelayanan dan diplomasi publik;
menyusun REAT Biro;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala;
dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua BFPLN,

oo

Paragraf 3
EBadan Penelitian dan Pengembangan

Fasal 91

(1} Badan Penelitian dan pengembangan, selanjutoya disingkat BALITBANG
mempunyai fungsi penclitian dan pengembangan Partai.

(2} BALITBANG dipimpin oleh Kemua Badan vang bertanggung jawab kepada
Presiden Partai.

Fazal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1),

BALITBANG bertugas:

a. mengoordinasikan  perencanasn dan pelalksanaan penelitian  dan
pengembangan Partad;

b. mengoordinasikan kajian, analigis, dan rekomendasi terhadap kendisi internal
dan eksternal Partaiuniuk dukungan program Partai;

e. melaksanakan riset dan survei internal dan eksternal Partai untuk mencapai
tujuan, fungsi, serta sasaran dan program Partal;

d. melayvani konsultasi terkait pelaksanaan riset dan kajian di internal Partai;

g, melalukan kajlan atas kebijakan publik yang berdampak luas terhadap
dinamika sosial politik dan keagamaan,;

f. melakukan kajian atas realitas masyvarakat yang berkaitan denpgan kehidupan
sosial politik dan keapamaan;

g. melakuken kajian kelembagasn internal partai untuk meningkatkan
kekolohan dan pengembangan partai;

h. menyvusun REKAT badar;

i, menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja badan secara
berkala; dan

i. melaksanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Presiden Partai.

.
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Paragraf 4
Organisasi Balitbang
Pasal 93
Dreanisazi BALITBANG terdiri atas:
Ketua,
Walil Ketua,

Sekretanat Badan,

Biro Riset dan Survei,

Biro Studi Kebijakan dan Kemasyarakatan, dan
Biro Studi Kelembagaan Partai,

e LD TR

Pasal 94
{1} Wakil Ketua BALITBANG mempunyai tugas membantu Ketua BALITBANG
dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan program Partai.
2} Wakil Ketua BALITBANG bertanggung jawab kepada Ketua BALITBANG,

Pasal 95
[1}) Selretariat BALITBANG mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan igas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada selurub unsur
organisasi di inpkungan Badan,
[2) Bekretariat BALITBANG dipimpin oleh Seloetaris yang bertanggung jawab
kepada Ketua BALITBANG.
Pasal 96
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 agat (1),
Bekretariat BALITBANG bertugas:
menyiapkan program internal badan;
memberikan dukungan penyusunan rensira Partad;
mengoordinasikan kegiatan antara Biro di lingkungan badan;
melaksanalkan tugas keadministrasian;
mengoordinasikan tugas dan kegiatan kesckretariatan;
mengootrdinasikan supervisi pelaksanaan program badean;
mengoordinasikan pemyusunan Panduan Partai;
mengoordinasikan penyusunan RKAT badan;
mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja
bhadan: dan
melaksanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Ketua BALITBANG.

CEE T Lo R
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Pasal 97
Biro Riset dan Survei mempunyai fungsi penerbitan, analisa dan memberikan
rekomendasi atas hasil survei elektabilitas vang dilakukan
[2) Biro Riset dan Survei dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab
kepada Ketua BALITBANG.

JE—
—
—

Pasal 98
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimalksud dalam Pasal 97 ayat (1), Biro
Riset dan Survei berfugas:
a. mengoordinasikan dalam pelaksanasn riset dan survel yang mendukung
perencanaan dan pelaksanasn program DPF;
melakukan survel secara berkals terhadap elektabilitas partad
menyusun REAT Biro;
mendokumentasikan hasil riset dan survei yang dilalukan Biro;
| L

no T
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menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala;
dan

melaksanakan tugas lain veng diamanatkan oleh Ketus BALITBANG.

Pasal 99
Biro Studi Kebijakan dan Kemasyvarakatan mempunyali fungsi analisis
terhadap kondizi nasional vang berpengarub terhadap kinerja Partai.
Biro Studi Kebijakan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh Ketua Biro yang
bertangpuang jawab kepada Ketug BALITBANG.

Fasal 100

Dalarn melaksanakan fungsl sebagalmana dimaksud dalam Pasal 99 aval (1), Biro
Studi Kebijakan dan Kemasyarakatan bertugas:

a.

b.

=
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[

(1)
(2)

mengoordinasikan dalam penghimpunan data internal dari bidang dan badan
untuk mendukung analisis nasionel yang mendukung kebijakan Partai;
menghimpun data eksternal untuk melakukan analisis nasional yang
mendukung kebijalkan Partai;
menyusun analisis nasional yang berpengaral terhadap kinerja Partai secara
berkala;
melakukan kajian atas realitas masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan
somal politik dan Eeagamaan;
melakulan kajlan, analisa dan memberikan rekomendasi atas kebijakan
publik yang berdampak luas terhadap dinamika sosial politik dan keagamasan,
menyusun RKAT Biro;
menyusun Panduan Partai;
mendokumentasikan hasil analiziz vang dilakukan Birg;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala;
dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BALITBANG.

Pasal 101
Biro Studi Kelembagaan Partai mempunyai fungsi kajian kelembagaan internal
Partai,
Biro Studi Kelembagaan Partai dipimpin oleh Ketua Biro vang bertangeung
jawah kepada Ketua BALITBANG.

Pasal 102

Dalam melaksanakatn fungsi sebagasimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1),
Biro Studi Kelembagaan Partai bertugas:

a.

o R

mengoordinasikan dalam penghimpunan data perkembangan internal dari
bidang dan badan untuk melakukan analisis yang mendukung pengembangan
Partai;

melakukan kajian kelembagaan internal partai untuk meningkatkan
kekokohan dan pengembangan partai;

melakukan lajian, analisa dan memberikan rekomendasi terkait kelembagaan
internal partai;

menyusun REAT Biro;

menyusun Panduan Partai:

mendokumentasikan hasil analisis yang dilakulkan oleh Biro;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala;
dan

melaksanakan tugas laln yang diamanatkan oleh Ketua BALITBANG.
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Paragraf &
Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah

Fagal 103
(£) Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah, vang selanjutnya disingkat BPKD
memputival fungsi pelaksanaan pembinaan kepemimpinan daerah.
(2) BPED dipimpin eleh Ketua Badan yang bertanggung jawab kepada Preasiden
Partai.

Pasal 104

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1),

BPKD bertugas:

a. merumuskan program badan pembinaan kepemimpinan daerah;

b. melaksanakan pembinaan kapasitas dan kompetensi kepala daerah/walkil
kepala daerah /pimpinan DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota;

c. melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam upaya optimalisasi peran iatri
kepala daerah/wakil kepala daerah dan pimpinan DPRD tingkat provinsi,
kabupaten dan kota;

d. mengoptimalkan kebijakan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pimpinan
DFRD dalam penerapan kebijjakan sesuai platform partai;

e. meninghatkan kapasitas kepala daerah, wakil kepala dacrah dan pimpinan
DPRD secara internal dan eksternal dengan skala lokal maupun nasional;

f.  meningkathkan kualitas dan kuantitas komunikasi publik kepala daerah, walkil
kepala daerah dan pimpinan DPRD;

g menyusun Panduan pembinasn kepemimpinan daerah;

h. melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam upaya optimalisasi peran
kepala daerah dalam pemenangan Pemilu dan Pilkada:

i. menyusun REAT badan;

j- menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja badan secara
berkala; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 6
Organisasi BPED

Pasal 105
Organisasi BPKD terdini atas:
Ketua,
Wakil Ketus,
Selretariat Badan,
Biro Peninglatan Kapasitas Kepala Daerah,
Bira Peningleatan Daya Dukung Kepala Daerah,
Biro Komunilkasi Publik Kepala Daerah,
Bira Pembinaan Istri Pimpinan Daerah, dan
Biro Optimalizasi Kebijakan Daerah.

B OEs AN o

Pasal 106
{1} Wakil Ketua BPKD mempunyal tugas membantu Ketua BPED dalam
melaksanakan pembinaan pimpinan daerah,
(2] Walkil Ketua BPKD bertanggung jawab kepada Ketua BPKD.

Pasal 107
(1] Sekretariat BPED mempunyai fungsi penyispan kebijakan teknis, program,
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panduan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan
kepemimpinan daerah.

[Z) Sekretanat BPED dipimpin oleh Sekretaris vang bertanggung jawab kepada
Ketua BPED,

Pasal 108

Dalam melaksanakan ungsl sebagaimana dimaksud dalamm Pasal 107 ayat (1),

Seloretariat BPED bertugas:

a.  mengoordinasikan pendataan dan penatasn kualitas pimpinan daerah,
anggota legislatif daerah, istri kepala daerah dan istri anggota legislatif daerah,
serta kurikulum pelatiban di bidang manajemen dan kepemimpinan daerah;

. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan Panduan pembinaan di
bidang menajemen dan kepemimpinan daesrah;

c. mengoordinasikan penyusunan dan penpembangan kurikulum, metode dan
standarisasi pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan daerah;

d. mengevaluasi pelaksanaan program, penyvusunan laporan dan dokumentasi
peclaksanaen program pembinaan di bideng manajemen dan kepemimpinan
kepala dacrah;

e mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;

£, menpgoordinasikan penvusunian EKAT Badan;

g. menpoordinasikan penyusunan dan penyampadan laporan Eerja dan klnerja
badan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPED.

Pasal 109
(1} Biro Peningkatan Kapasitas Kepala Deaersh mempunyvai fungsi pelaksana
perumusan dan pembinaan aspek manajemen dan kepemimpinan lepeds
dasrah.
[2) Bire Peningkatan Kapasitas Kepala Daecrah dipimpin oleh Ketua Biro yang
bertanggung jawab kepada Ketua BPED.

Pasal 110

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1),

Biro Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah bertugas:

a. mendata dan menatakan kualitas kepala daerah (gubernur, bupati/walikota,
dan kepala desa) serta perumusan kurilmulum  pembinean di bidang
manajemen dan kepemimpinan daerah;

b. menyusun standarisasi pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan
kepala daerah;

c. melaksanakan pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan kepala
daerah.

d. mengevaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi

pelaksanaan program pembinasn di bidang manajemen dan kepemimpinan

Kepala daerah;

menyusun Panduan Partai;

menyusun RKAT Biro:

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala:

dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatian oleh Ketua BPRD.

F R
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Pasal 111
(1) Biro Peningkatan Dava Dukung Kepala Daerah mempunvai fungsi
peningkatan daya dukung kepala daergh/wakil kepala daerah/pimpinan
DPRD baik secata internal berupa struktur dan anggold Maupun Secars
elsternal berupa masvarakat dan stakeholder dalam roang lingkoup daerah,
wilavah dan nasional.
2] Biro Peningkatan Daya Dukung Kepala Daerah dipitmpin aleh Ketua Biro yang
bertanggung jawab kepada Ketua BPED.

Pasal 112

Dalam melakaanalkan fungsi sebapaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1),
Biro Peningkatan Daya Dubung Kepala Dacrah bertugns:
a. menganalisa dan mengevaluasi secara berkala peningkatan daya dukung

kepala daerah /wakil kepala daerah/pimpinan DPRD);
b. memfasilitasi dan mendampingi peningkatan daya dukung kepala
daerah /wakil kepala dasrah/pimpinan DPRD berkoordinasi dengan atruktur
partai lainnya.
mengevaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan, dan dokumentasi
menyusun Panduan Partai;
menyusun BEEAT Biro;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala,
dan
g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKD.

il -

Pasal 113
{1) Biro Komunikasi Publik Kepala Darrah mempunyal fungsi peningkatan
kualitas dan efektivitas komunikasi publik kepala daerah/wakil kepala
dacrah/pimpinan DPRD yang berdampak pada peningkatan citra positif
kepemimpinan daerah.
(2) Bira Komunikasl Publik Kepala Daerah dipimpin oleh Ketua Biro yang
bertanggung jawab kepada Ketua BFED

Pasal 114
Dalarm melaksanakan fungsi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1}, Bire
Komunikasi Publik Kepala Daerah bertugas:
a. menganalisa dan mengevaluasi secara berkala komunikasi publik kepala
dasrah fwalkil kepala daerah/ pimpinan DPRD
b. membina dan mendampingi peningkatan kualitas dan kuantitas Komunikasi
Publik kepala daerah fwakil kepala daerah /pimpinan DFRD.
€. mengevaluasi pelaksanaan program, penyvusunan laporan, dan dokumentasi
d. menyusun REKAT Biro;
e, menyusun dan menyvampaikan laporan kerja dan kinerja bire secara berkala;
dan
i melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKD.

Pasal 115
{1} Bire Optimalisasi Kebijakan Kepala Dasrah mempunyai fungsi optimalisasi
kebijakan kepala daerah/wald]l kepala daerah/pimpinan DPED  dan
melakukan upaya koordinasi dalam optimalisasi kebijakan daerah sesuai
Platform Partai. -
(2} Bire Optimalisasi Kebijakan Daerah dipimpin oleh Ketua Biro yang
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bertangeung jawab kepada Ketua BPED

Pagal 116
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1}, Biro
Cptimalisasi Kebijakan kepala Daerah bertugas:

a. menganalisa kebijakan kepala daerah/waldl kepala daerah/pimmpinan DPRD
baik yang bersifat tahunan dan lima tahunan;

b. mengasistensi dalam upaya optimalizsasi kebijakan kepala daerah/walil kepala
dacrah [pimpinan DPRD sesuai dengan platform Partad;

. memifasilitasi koordines] dalam optimsalizasi kebijshan kepala daersh fwalil
kepala daerah/pimpinan DPRD baik ditingkat pusat, maupun daerah;

. mengevaluasi pelaksanaan program, penyvusunan laporan, dan dokumentas]

. menvusun RKAT Biro;
menyusun dan menvampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala;
dan

g. melakeanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Eetua BPED.

#]

a1 )

Pasal 117
(1) Biro Pembinaan Istri Pimpinan Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan
pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan istri kepala daerah dan
iatri anggota legislatif dacrah.
[2) Biro Pembinaan Istri Pimpinan Daerah dipimpin oleh Ketua Bira yang
bertangming jawab kepada Ketua BPEKD.

Pasal 118
Dalam melaksanaksn fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1),
Biro Pembinaan Istri Pimpinan Dasrah bertugns:
a, merumuskan perencanaan pembinasn dan pelatihan optimalisasi peran 1stn
Kepala daeraly/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD,
b. menyusun Panduan umum pembinaan dan pelatihan optimalisasi peran istri
kepala daerah /wakil kepala daerah/pimpinan DPRD
c. menyusunn kurikulum pembinaan dan pelabthan optimalisasi peran istr
kepala daerah,/waldl kepala daerah / pimpinan DPRD
mengevaluasi pelaksanasn program, pernyusunan laporan, dan dokumentasi
menyusun REAT Biro;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinetja biro secara berkala;
dan
melaksanakan tugas lain yang dismanatkan oleh Ketua BPKD.

o B -

Paragral 7
Fraksi PKS DPFRE RI dan Fraksi PKS MPR RI

Fasal 119

{1} Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya
disebut FFKS DPE RI mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta AD dan ART Partai;

{2} Fraksi PKS Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang
selanjutnya disebur FPKS MPR RI mempunyai fungsi dan higas scbagaimana
diatisr dalam Peratiran Perundang-undangan Republik Indenesia serta AD
dan ART Partai;

(3] Pembentukan struktur dan kepengurusan FPKS DFR Rl dan FPES MFPR RI




B0 clari 83

ditetapkan oleh Presiden Partai atas persetujuan DPTP;

(4] Melaksanakan advokasi kebijakan nasional vang mendukung pemenangan
Partat dalam Permilu dan Pilkada;

5) Penokohan dan pemeliharaan konstituen;

6] Meningkatkan suara Partai dan kursi di daerah pemilihan masing-mazing;

7] Penempatan dan pemberhentian anggota FPES DFR Rl pada alat kelengkapan
DPR RI dan/atau MPR Rl ditetapkan oleh masing-masing Ketua Fraksi atas
persetujuan Presiden Partai; dan

(8] FPEKS DPRE Rl dan FPES MFE El bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Bagian Kelima
BIDANG-BIDANG DPP
Paragraf 1
Bidang Kaderisasi
Pasal 120

(1} Bidang Eaderisasi, yang selanjuinya disingkal BE mempunyai ungsi
pelaksanaan kaderisasi anggotaPartai.

2] BK dipimpinn oleh Ketua Bidanhg vang bertangsung jawab kepada Presiden
Partai.

FPasal 121

Dalam melaksanakan fungsi sebapaimana dimaksud dalam Pazal 120 ayat (1], BE

bertugas:

a. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan rekrutmen anggota

-3

T

Partai;

Mengoordinasikan pelaksansan pembinasn dan peningkatan kapasitas
anggoto Partai;

mengoordinasikan dengan struktur terkait dalam rangka mengelola sistem
informasi manajecmen data anggotn Parted secara berkala;

menganalisis data perkembangan anggota Partail secarn berkala;

menyusun Panduan terkait pembinaan anggota Partai;

mengembangkan sistem pembinaan dan edukasi, advokasi yang adil,
profesional, dan  transformasional untuk pembentukan karalter dan
kepeloporan anggota;

melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembinaan
angeota Partai;

melalksanakan riset kurikulum dan pelatihan anggota Partai;
mengembangkan media dan sarana pembinaan anggota Parta;

melakukan sosialisasi dan pendampingan program Partai ke MPW dan DFW
dengan berkoordinasi BPW;

melaksanakan supervisi terkalt seleks] anggota Partai;

menvosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke MPW dan DPW
dengan berkoordinasi BFW;

menyusun REAT Bidang;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatken oleh Presiden Partai.
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Paragraf 2
Organisasi BK
Pasal 122
Organisasi BK terdiri dari
a. HKetua,
b. Walkil Ketua,
c. Sekretariat Bidang,
d. Departemen Keanggotaan,
e. Departemen Kurllulum dan
. Departemen Pelatihan.
Pasal 123

(1) Wakil Ketua BK bertugas membantu Ketua BE dalam menjalankan tugas
pembinaan anggota Partal.

(2] Wakil Ketua BE bertanggung jawab kepada Eefua BE.

Pasal 124
(1) Sekretariat BK mempunyai fungsi penvelenggaraan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi i Englungan bidang,
[2) Sekretariat BK dipimpin oleh Selkretaris yang bertangoung jawab kepada Ketua
BEK.
Pagal 125
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud dalam Pasal 124 ayat (1),
Selcretariat BK bertugas:
a. mengembangkan sistem dan manajemen administrasi, Khususnyva berbasis
digital;
mengoordinasikan penghimpunan data anggota Partai secara berkala;
mengoordinasikan analisis data perkembangan anggota Partal secara berkala;
mengoordinasikan pelaksanaan risel kurikuium dan peladihan anggota,;
mengoordinasikan pengembangan media dan sarana pembinaan anggota;
mengoordinasikan penyusunan dan penyampaisn laporan kerja dan kinerja
bidang;
mengoordinasikan penyusunan Panduan bidang terkait dengan pembinaan
ANEEOta;
h. menyusun EEAT BE; dan
i. melaksanalan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BEK.
FPasal 126
1) Departemen Keanggotaan mempunyai fungsi perencanaan, pengendalian dan
pengembangan akbvitas anggota,
{2) Departemen Keanggotsan dipimpin  oleh Ketua Departemen yang
bertangpung jawab kepada Ketua BE,

Pasal 127

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1),

Departemen Keanggotaan bertugas:

a. menyusun, menyosialisasikan, menjyupervisi, dan melaksanakan Penduan
tentang sistem dan manajemen pendataan dan pemetaan anggota, kapasitas
angzoia, Pembinaan, dan advokasi;

b. menyusun, menyosialisasikan, menyupervisi, melaksanakan Panduan tentang
sistem dan mansjemen pengembangan bidang kaderisasi anggota berbasis
mitra strategis dan revitalisasi pengiriman pembina ke dasrah;

. menyusun Panduan Partai;

o B 0 =P I
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menyusun REAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja depariemen secara
berkala; dan
melakzanakan tugas lain vang dismanatkan oleh Ketua BE.

Paeal 128
Departemen Riset Kurikulum dan Pelatihan mempunyai fungsi pelaksanaan
riset kurikulum, pelatihan anggota, pelaksana dan pengelola kaderisasi, serta
Penyvelelzzian anggota.
Departemen Riset Earikulum dan Pelatihan dipimpin oleh Ketua Departemen
yang bertanggung jawab kepada Ketua BE.

Fasal 129

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1],
Departemen Riset Kurikulim dan Pelatihan bertugas:

a.

o o

(1)
(2)

menvisun Panduan konsep pelatihan dan penyelekszian angeota dalam rangka
pelayanan dan pengembanpan kapasitas anggota;
melaksanakan riset fentang pelayanan dan pengembangan kapazsitas anppota;

menvuasun, menyosializasilkkan, menyupervizl, dan mengevaluas] Panduan
tentang pelayanan dan pengembangan Kapasitas anggota;

menyusun, menyosialisasikan, menyupervisi, dan mengevaluasi pelaksanaan
Panduan penyeleksian anggota;

menyusun, menyosialisasikan, menyupervisi, dan mengevaluasi pelatihan
tentang pelayanan dan pengembangan kapasitas anggota;

menyusun Panduan Partai,

menyusun RKAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala;dan

melakzanakan tugas lain vang diamanatikan oleh Ketuna BE.

Fasal 130
Departemen Media dan Sarana Pembinaan mempunyai fungsi pengembangan
media dan sarana pembinasn anggota,
Departemen Media dan Sarana Pembinaan dipimpin oleh Eetua Departemen
yang bertanggung jawab kepada Ketua BE.

Pasal 131

Dalam melaksanalkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1300 ayat (1),
Departemen Media dan Sarana Pembinaan bertugas:

L.
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menyusun Panduan pembangunan sistem dan manajemen kaderisasi sebagai
anggota media (cyber army), optimalisasi media, dan penataan konten
pelayanan dan pengembangan kapasitas anggota;

mengembangkan aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen dan
Administrasi Kaderisasi) berbasis ICT (Android, [0S, dan lain-lainj;
mengevaluasi dan mengendalikan implementasi aplikasi SIMAK;
mengembanglan media serta sarana dan prasarana kaderisasi;
mengembangkan stratecgi optimelizesi media dalam rangka advokasi dan
pengembangan kepeloporan anggota pembela dan peduli umat, bangsa, dan
Megara;

menyusun Panduan Partai;

menyusun RKAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan ketja dan kinerja departemen sccars

=iy

&
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berkala; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BE.

Pasal 132
[1} Departemen Pembinaan mempunyval fungsi pembinaan angeota pendulkung
Partai pada berbagai level,
[2) Departemen Pembinaan Anggota dipimpin oleh Ketua Departemen yvang
bertanggung jawalb kepada Ketua BE,

Fasal 133

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1),

Cepartemen Pembinaan Anpgota berfugas:

a. merumuskan program, kurilulum, dan materi pembinaan anggota;

b, menyosialisasikan Pedoman, Panduan, dan program bidang dan departemen;

¢, menyupervisi dan menpevaluasi implementasi Pedoman, Panduan, dan
program bidang dan departemen;

4. mengoordinasikan penghimpunan data perkembangan anggota Partai secara
berkala;

. metiganalisis data perkembangan ahepota Partal secara berkala;

. menyusun Panduan Partai;

g, menyusun RKAT departemen;

h. menyusun dan menvampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

L. omelaksanakan tugas lain vang diamanatkan oleh KEetua BE,

Paragraf 3
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa

Pasal 134

(1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa, yang selanjutnya di singkat BPPD
mempunyai fungsi pelaksana pemberdayasn desa, pembina sumber daya
manusia dalam mendulung pengembangan desa dengan strategi yang tepat
dalam rangka mewjudkan keassjahteraan desa.

[2) BPPD dipimpin oleh Hetua Bidarg vang bertanggung jawab kepada Presiden
Partsi.

Pazal 135

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1),

BPFD bertugas:

a. mengumpulkan data dan informasi, analisis data dan informasi, serta
memberikan rekomendasi untuk penetapan strategi yang tepat dalam
pemenangan Partai di Pemilu dan Pilkada berbasia desa;

b. merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan yang tepat sesuai

dengan kebutuban desa dalam memberikan kontribuai pada rakyat dan

pemenangan Partal dalam Pemilu dan Pilkada;

menyusun kurikulum pembinaan dan pemberdayaan desa;

mendesain ketolkohan Angpota Partai dan membina SDM tokoh penggerak

maszyarakat di desa;

menyusun Fanduan Partai terkait pemberdayaan desa;

menyusun RKAT bidang;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala;

clan
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. melaksanakon tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.
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Paragraf 4
Organisasi BPFD
Pagal 136
Organisasi BPFD terdiri steas:
Ketua,
Wakil Ketua,

Sekretariat Bidang,

Departemen Data dan Informasi Desa,
Departemen Pemberdayaan Desa,
Departemen Pembinaan SDM Desa.

PR op

Pasal 137
(1} Wakil Ketua BPPD mempunyai tugas membantu Ketua BPPD
menyelenggarakan program Partai di bidang pembinasn dan pemberdayaan
de=a.
(2} Wakil Ketus BPPD bertanggung jawab kepada Ketua BPPD,

Pasal 138
(1) Scloetariat BPPD mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungen administrasi kepada sehuruh unsur
organisasi di lingkungan bidang.
(2] Sekretariat BFPD dipimpin oleh Sekretaris vang hertanggung jawab kepada
Ketua BPPL.
Pasal 139
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1,
Sekretariat BFPD bertugas:
a. mengoordinasikan kegiatan bidang;

b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran hidang;

c. membina dan memberikan dukungan admindstrasi  yang  meliputi
ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dekumentasi bidang;

d. membina serta menata organisasi dan tatalaksana;

€, mengoordinasikan penyusunan Panduan Partag;

f. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;

g mengeordinasikan penyusunan dan péenyampaian laporan ketja dan kinetja
bidang secara berkala; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPPD.

Pagal 140
{1} Departemen Data dan Informasi Desa mempunyai fungsi pendataan, analisis
dan pengkajiar,
{2} Departemen Data dan Informasi Desa dipimpin oleh Ketua Departemen yang
bertanggung jawab kepada Ketua BFFD,

Pasal 141

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1),

Departemen Data dan Informasi Desa bertugas:

8. mengumpulkan data, menganalisis data, dan memberikan rekomendasi
informasi sebagal modal utama dalam melaloukan strategi vang tepat dalam
memenangkan PKS berbasis Desa;

b. menyusun Panduan Partai terkait dengan data dan informasi desa;

menyusun RKAT departemen;

. melaksanakan tugas lain yang di amanahkan oleh Ketua BPPD,

oo
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Pasal 142
{1) Departernen Pemberdayaan Desa mempunyai fungei perencanan, pelaksanaan,
pengawasan dan mobilizsasi,
{2) Departemen Pemberdoyasn Desa dipimpin olsh Ketua Departemen yang
bertanggung jawab kepada Eetoa BPFFPD.

Pasal 143
Dalam melaksanaken fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1],
Departemen Pemberdayaan Desa bertugas:
i merencanakan program pemeberdayaan yeng tepat sesusi dengan kebutuhan
desa dalam memberikan kontnbusi pada rakyat dan memenangkan PKS;
. menyusun Penduan Partai terkait dengan data dan informasi desa;
menyuaun RKAT departemen;

melaksanakan tugas lain vang di amanahkan oleh Ketua BPPD.

Bp o

Pazal 144
(1) Departemen Pembinaan SDM Desa mempunyai fungsi pembinaan, pengarahan,
penckohan dan kolaborasi.
i2] Departemenn Pembinaan SDM Desa dipimpin oleh EKetua Departemen yvang
bertanpeung jawab kepada Ketua BPPD.

Pasal 145

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimakaud dalam Pasal 144 ayat (1),

Departemen Pembinaan Desa bertugas:

a. merencanalan program membina para penggerak desa, memberikan arahan
dalam mengelola Desa, mendesain ketoliohan kader di desa. bekerja sama
dengan tokoh desa membangun dess;

. menyusun Panduan Partai terkait dengan data dan informasi desa;

menyusun REAT departernen;

melaksanakan tugas lan yvang di amanahlan oleh Ketiia BPPD.

Paragraf 5
Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Anggota

B g

Pasal 146
(1} Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Anggota, yang selanjutnya
disingkat BPJE mempunyai fungsi Kajian, perencanasn, pelaksanaan, dan
evaluasi termasuk pelaporan program peningkatan ekonomi anggote
(2) BPJE dipimpin oleh Ketua Bideng yang bertanggung jawab kepada Presiden
Partad.

Fasal 147
Dalam melaksanakan fungsi sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1),

BPJE bertugas:

a. melaksanakan dan mengoordinasikan  pembinaan, pemberdayaan,
pembelaan, dan pengembangan jaringan usaha dan ekonemi anggota;

b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam ranah penguatan

jartngan usaha internal dan eksternal, yang dimjukan untuk meningkatkan

stabus ekonomi anggota;

mengelola dan melayani ketersediaan data dan informasi jaringan usaha;

melaksanakan pendidikan dan pelatihan usaha;

e. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerjz ke lembaga usaha dan

&P
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ekonomi anggota,

mengoordinasikan dan mendulkung kolaboratif dengan bidang/badan yang
relevan;

membangun ketahanan ekonomi Anggota untuk berkontribusi pada upaya
pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkads;

menyusun Panduan terkait pemberdayaan jaringan usaha dan ekonomi
Angpola;

menyusun REAT bidang;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara
betkala; dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan olch Presiden Partai.

Paragraf 6
Organisasi BPJE

Pasal 148

rganizas! BPJE terdirl atas.

m e RD TR

(1)

(2]

Hetua,

Wakil Ketua,

Sekretariat Bidang,

Departemen Jaringan dan Kemitraamn,
Departemen Pendidikan dan Pelatihan,
Departemen Pemberdayaan, dan
Departemen Investasi dan Pembiayaan.

Pasal 149
Sekretariat BPJE mempunyai fungsi penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan bidang.
Sekretariat BPJE dipimpin cleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada
Ketua BRJE.

Pasal 150

Dalam melaksanakan fungsi sebapaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1),
Sekretariat BPJE bertugas:

(1)

(2)

mengoordinasikan kegiatan bidang;

mengoordinasikan den menyusun rencana, program, dan anggaran bidang,
membina dan memberikan dukungan adminstrasi yang meliputi
ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan delamentasi bidang;

membina serta menata organisasi dan tata laksana;

mengoardinasikan penyusunan Panduan Partai;

mengoordinasikan penyusunan EEAT bidang;

mengoordinasikan penyusunan dan penyampalan laporan kerja dan kinerja
bidang; secaraberkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPJE.

Pasal 151
Departemen Jaringan dan Kemitraan mempunyai fungsi penyediaan dan
pengembangan prasarana data dan Informasi jaringan usaha, serta
pembangunan kemitraan dari jejaring yang ada untuk peningkatan ekonomi
ANZFoLA.
Departemen Jaringan dan Kemitraan dipimpin oleh Ketua Deparlemen Yang
bertangpung jawab kepada Ketua BRJE.
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Pasal 152

Dalam melaksanakan fungsi sebagesimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat {1),
Departemen Jaringan dan Kemitraan bertugas:

k.
b.
,

FHE e oo

{1}

12)

menyedialan dan memelihara prasarana data dan informasi jaringan usaha;
mengkaji dan mengembangkan prasarana data dan informasi jaringan usaha;
mengoordinasikan dan mengembangkan prasarana data dan informasi
jaringan usaha;

mengembangkan jaringan wsaha internal dan ekstermal;

memiasilitasi kemitraan antar entitas dalam jaringan usaha;

meninisun Panduan Partai;

menyusun RKAT departemen;

menyusun dan menvampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secars
berkala; dan

melaksanakan tugas lain yvang diamanatkan oleh Ketua BPJE.

Pasal 153
Departemen Pendidikan dan Pelatiban mempunyval fungsi pelaksanaan,
penyviapan, penyusunan, kebijakan teknis, dan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan usaha vang dibutuhkan untuk peningkatan ekonomi anggota
Depatrtemen Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Ketua Departemen vang
bertangmung jawah kepada Ketua BRJE.

Pasal 164

Dalam melaksanakan fungsi sebegeimana dimaksud dalam Pasal 153 agyat (1),
Departemen Pendidikan dan Pelatihan bertugas:

a.

Bh

T mmo

{1
(2

merencanakan, menyusun, dan mengembangkan program dan korikalum
pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;

menghkaji kurikuhum pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
melaksanakan pendidikan dan pelatihan kewirauisahaan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksansan pendidikan dan  pelatihan
kewirausahaan;

menyusun Panduan Partai;

menyusun REAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BRJE.

Pasal 155
Departemen Pemberdayaan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis

dan pelaksanaan pemberdayaan usaha dalam peningkatan ekonomi anggote.
Departemen  Pemberdavaan dipimpin  oleh  Ketua Departemen VANg
bertanggung jawab kepada Ketua BPJE.

Pasal 156

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1},
Departemen Pemberdayaan bertugas:

.

b.

Pl

metrencanakan, menyusun, dan mengembangkan program dan kebijakan
teknis pemberdeyvaan jatingan usaha,

mengkaji kebijakan teknis pemberdayaan jaringan usaha;

mengevaluasl dan melaporkan pelaksanaan kebljakan tcknis pemberdayaan
jaringan usaha;
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d. menvusun Panduan Partad;

menyusun REAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala;dan

g. melaksanakan tugas lain vang diamanatikan oleh Ketua BRJE.

LBy |

Pasal 157

1) Departernen Investasi dan Pembiayaan mempunyai fungsi perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanasan proses invesiasi serla akses pembiayaan
usaha dalam peningkatan ekonomi anggota.

(2] Departemen Jaringan Investasi dan pembiayaan dipimpin oleh Ketua
Departemen vang bertangpung jawab kepada Ketua BRIE,

Pasal 158
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimeana dimaksud delam Pasal 157 ayat (1],
Departemen Jaringan Investasi dan pembiayaan bertugas:
a. Perencanaan, perumusan, penyusunan dan pengembangan investasi dan
gkses pembiayaan usaha;
b. Pengkajian aktivitas investas] dan pembiayaan usaha serta dampaknya bagi
peningkatan ekonomi anggota;
¢. Pelaksanaan aktivitas investasi dan pembigyaan usaha yang berdampak bagi
peningkatan ekonomi anggola;
menyueun Panduan Partai terkait pengelolaan jaringan bisnis;
menyusun RKAT departemen;
metiyusen dan menvampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secarn
berkala; dan
melakesanalan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BRJE.

™0

L

Paragraf 7
Bidang Kepemudaan

FPasal 159
(1) Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi pelaksana pembinaan kepeloporan
tunas bangssa, mahasiswa, dan pemuda,
(2] Ketua Bidang Kepemudaan bertanggung jawab kepada Presiden Partal

Pasal 160
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud delam Pasal 159 ayat (1),
Bidang Kepemudaan bertugas:
a. melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan kepeloporan tunas bangsa,
mehasiswa, dan pemuda untuk pemenangan Partal dalam Pemilu dan Pitkada;
membentulk lembaga penduloung dan/atau sayap Partai di segmen Pemuda;
pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kepemudasan;
sosialisasi dan pendampingan program kerja ke MPW dan DFW berkoordinasi
dengan BPW,;
e, penyvusunan Panduan parta rerkait pembinaan; kepeloporan tunas bangsa,
mehasi=wa, dan pemuda;
f penyusunan RKAT bidang:
g penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinesja bidang secara
berkala; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partal;

aow

GF
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Paragraf B
Organisasi Bidang Hepemudaan

Pasal 161

Organisasi Bidang Kepemudaan terdiri atas:

a. Ketus,

b. Waldl Ketua,

¢, Sekretariat Bidang,

d. Departemen Karir dan Kewirausahaan,

g, Departemen Politik Pemuda,
f. Departemen Kaderisasi dan Regenerasi,
g. Departemen Pengembangan Potensi, Minat dan Bakat,
h. Departemen Pemuda Reliji,dan
i, Departemen Akademik, Penelitian dan Pendidikan.

Pasal 162

(1) Wakil Ketua kepemudaan bertugas membantu Ketua Bidang kepemudaan
dalam menjalankan tugas melaksanakan pembinaan kepeloporan tunss
bangsa, mahasiswa, dan pemuda,

(2] Wakil Ketua kepemudaan bertanggung jawab kepada Keina Bidang
Kepernudaan.

Pasal 163
(1} Sekretariat Bidang Kepemudaan mempunyai fungsl pelaksana koordinasi
pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada selurub
unit organisasi di lingllungan Bidang,
(2] Sekretariat Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Sekretarie yang bertanggung
jawab kepada Ketua Bidanp Kepemudaan.

Pasal 164
Dalam melaksanakan fungs sebagaimana dimalksud dalam Pasal 163 ayat (1],
Sekretariat Bidang Kepemudaan bertugas:
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang;
memberikan dukungan administrasi bidang;
mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai terkeit kepemudaan;
menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan ketja ke Majelis
Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja
bidang secara berkala; dan
g- melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketus Bidang Kepermnudaan.

apgp

o

Pasal 165
(1) Departemen Karir dan Kewirausahaan mempunyai fungsi anlutif, dan
pelaksanaan pembinaan kewirmisahaan pemuda.
{2) Departemen Karir dan Kewirausahaan dipimpin oleh Ketua Departemen yang
bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemmudaan,

Pasal 166
Dalam melaksanakan fungsl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayal (1),
Departemen Karir dan Kewirausahaan berlugas:
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menyelesaikan masalah utama generasi muda terkait terbatasnya lapangan
kerja;

membing kewiraugahaan dan kewirausahasn sosial yang komprehensif dan
berkelanjutan untuk pemuda-pemudi Indonesia;

menjadi kanalisasi director of change dengan melahirkan anggota Partai yang
memiliki karya nyata di masyarakat;

menyosializasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis
Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurnis Wilayah;

menyusun REAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 167
Departemen Kaderisasi dan Regenerasi mempunyal fungsi pelaksana
kaderizasi dan rekrutmen pada segmen pelajar, mahasiswa, serta pemuda.
Departemen Kaderisasi dan Regenerasi dipimpin oleh Ketua Departemen yang
bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemudaan,

Pasal 168

Dalam melaksanalkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1),
Departemen Kaderisasi dan Regenerasi bertugas:

2.

b.

=

1]
(2]

melakulian kaderisasi dan rekrutmen pada segmen pelajar, mahasiswa dan
pemuda untuk menambah jumlah anggota;

melahirkan kader-kader muda PES yang memiliki kompetensi unggul,
portofolio louat, prestesi tinggi, pengakuan publik luas, dan memiliki
pemahaman Islam yang kokoh,

mendorong tokoh - tokoh muda PKS yang berkarya, berprestasi, dan
berpengaruh;

menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan Kkerja ke Majelis
Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;

menyusun RKAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diemanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan

Pasal 169
Departernen Politik Pemuda mempunyai fungsi revitalisasi dan rejuvenas:
pemuda untuk berpartisipasi dalam kancah politik.
Departemen Politik Pemuda dipimpin oleh Ketua Departemen yang
bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemucdaan.

Pasal 170

Dalaim melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1],
Departemen Politik Pemuda bertugas:

a.

b.

C.

memastikan kader-kader muda PKS berperan signifikan dalam pemenangan
pileg dan Pillada PKS;

memberikan peluang, kesempatan, fasilitas melalni berbagal infrastruktur,
sumber daya, dan potensi yang dimiliki Partai.; _
meningkatkan bargaining, kapasitas, kompetensi, dan Lesiapan generas
muda untuk kompetitl dalam kontestasi politik dan memberikan dulmngan
yvang kongkret dan afinnatif dalam memenangkannya;




1
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menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis
Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;

menyusun RKAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaamn,

Pasal 171
Departemen Pengembangan Potensi, Minat, dan Bakat mempunyai fungsi
penumbuh kembangkan minat dan bakal generasi muda.
Departemen Pengembangan Potensi, Minat, dan Bakat dipimpin oleh Ketua
Departernen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 172

Dalam melaksanalan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1),
Departemen Pengembangan Potensi, Minat dan Bakat bertugas:

L.

b.

&
d.

™0

(1)
(2)

menumbuh kembangkan minat dan bakat generasi muda,;

mendorong kader-kader potensial untuk tumbuh lebih cepat dan memiliki
dampak lehih luas;

memberdayakan kader-kader potensial dalam pemenangan PKS;
menyosialisasikan, menyupervisi, dan  Kunjungan kerja le Majelis
Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;

menyusun REAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkaln; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan.

Pazal 173
Departemen Pemuda Religi mempunyal fungsi penguatan dan pengokohan
basis-basis peruda yang memiliki minat di bidang religi dan keumatan,
Departemen Pemmuda Religi  dipimpin  oleh Ketua Departemen  yang
bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 174

Dalam melaksanakan fungsi sebagsimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat {1},
Departermnen Pemuda Religi bertugas:

&,

b.

{1}

menghadirkan program-program dan social movement untuk pemuda yang
memiliki minat di bidang keagamaan dan keumatan;

meningkatkan lkapasitas kepemimpinan dan pengaruh kuat dad-dai muda di
tengah-tengah masyarakat;

membangun relasi dan ikatan yang kuat dengan simpul-simpul keamatan
pemuda di berbagai wilayah Indonesia;

menyosialisasikan, memyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis
Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;

menyusun REAT departemen,

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berlala; dan

melakeanakan tugas lain yang dismanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan,

Pasal 175
Departemen Akademik, Penelitian dan Pendidikan mempunyai fungsifasilitator
pelajar dan mahasiswa dalam mendapatkan beasiswa petdidikan.
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{2) Departemen Akademik, Penclitian dan Pendidikan dipimpin eoleh Ketua
Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 1TH

Dalam melaksanakan fungsl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1),

Departemen Akademik, Penelitian dan Pendidikan bertugas:

a. melakukan penjaringan dan penyatingan pemuda-pemudi terbaik tanah air
dengan merit system untuk mendapatkan dukungan studi lanjut di foar
neégeri.

b. memberikan informasi beasiswa pendidikan tinggi baik di dalam dan luar

negeri;

menghadirkan pendampingan beasiswa untuk pemuda-pemudi Indonesia;

memberikan beasiswa-beaslswa pendidikan kepada kader-kader muda PKS

vang berpreatasi;

e, menyosialisagikan, menyupervisl, dan kunjungan kerja ke BMajelis
Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;

f. menyusun REAT departemen;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departermen secara
berkala; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan.

£ 0

Paragraf 9
Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga

Pasgal 177
{1} Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, yang selanjutnya disingkat BPFEK
mempunyai fungsi penyusunan kensep, pelatihan, dan supervisi pembinaan
perempuan dan ketahanan keluargs anggota,
(2] BPEK dipimpin oleh Ketua Bidang vang bertanggung jawab kepada Presiden

Partai.
Pasal 178
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1),
BPEK bertupas:

a. melaksanakan dan mengoordinasikan peningkatan Lapasitas anggota
perempuan dan pembinaan ketahanan keluarga anggota untuk pemenangan
Partai dalam Pemilu dan Pilkeda;

b. membentuk lembaga pendukung dan/atau sayap Partai di segmen Perempuan

dan Keluarga;

melaksanakan programi pembinaan perempuan dan ketahanan keluarga

anggota;

melaksanakan kajian perempuan, anak, dan keluarga;

mengembangkan hubungan kelembagaan perempuan;

menyosialisasikan dan melakulkan pendampingan program kerja ke MPW dan

DFW dengan berkoordinasi BFW;

menyusun Panduan Partai terkait pembinaan anggota perefipuan dan

ketahanan keluargs anggota;

h. menyusun RKAT hidang;

i menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang =seccara

berkals; dan
s

n

o

i)

j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.
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Paragraf 10
Organisasi BPFKK
Pasal 179
Drganisasi BPKK terdiri atas:
Ketua,
Walidl Ketua,

EoeanER

(1}

(2

{1)

(2)

Sekretariat Bidang,

Departemen Ketahoanan Keluarga,

Departemen Peningkatan Kapasitas anggota Perempuan,
Departemen Kajian Perempuan, Anak, dan Keluarga, dan
Departemen Hubungan Kelembagaan Perempuan.

Pasal 180
Wakil Ketua BPEK mempunyai tugas membanta Ketua BPKK dalam
melakukan penyusunan konsep, pelatihan, dan supervisi pembinaan
perempuan dan ketahanan keluarga anggota.
Wakil Ketua BPEK bertanggung jawab kepada Ketus BPEK,

Pasal 181
Sekretariat BPEKE  mempunyal  fungsi  koordinasi  pelaksanaan  tugas,
pembinaan, dan pemberien dulungan administrasl kepada seluruh unsur
organisasi di linglungan Bidang.
Sekretariat BPKK dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawabd kepada
Ketua BPKK.

Fasal 132

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimeana dimaksud dalam Pasal 181 ayar (1),
Sekretariat BPEK bertugas:

.

b,

=0 Ao

i

(1)

(2]

mengelola tata laksana organisasi dan administrasi, rapat-rapat, dan
dokumentasi bidang,

mengelola tata laksana kehumasan dalam rangka implementasi kebijakan
Partai terkait perempuan dan ketahanan keluarga kepada publik;

mengelola data organisasi dan arsip kegiatan bidang;

mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;

menpoordinasikan penyusunan RKAT bidang; o
mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja
bidang; dan

melaksanakan tugas lain yvang diamanatkan oleh Ketua BPEE.

Pasal 183
Departemen  Ketahanan Keluargas mempuntyal fangs: p:n}rc!ungga:-a:_&n
program ketahanan keluarga bagi seluruh anggota dan masyarakal Indonesia,
serta menyiapkan para anggota untuk membentuk ketahanan keluarga,
Departemen Ketahanan Keluarga dipimpin pleh Ketua Departemen yadg
bertangpgung jawab kepada Ketua BPKK.

Pasal 184

Dalam melaksanakan fungst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1),
Departemen Ketahanan Keluarga bertugas:

a.
B

mendamping strulktur BPKK di wilayah dalam metealizasikan program BPEK;
mengeordinasikan, menyosialisasikan, dan menyupervisi program RI':I dan
pembinasn ketahanan keluarga sejalan denpan fungsi kaderizas: partai;
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menyosialisasilkan kebijakan bidang kepada Struktur BPKK di wilayah;
menyusun Panduan Partai;

menyusun REAT departemen;

menyusun dan menyvampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala;dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPEE.

Pasal 185
Departemen Peningkatan Kapasitas Angeota Perempuan mempuirval fungsi
penyiapan enggota perempuan agar siap dioptimalkan di berbagai sektor
pengabdian.
Departernen Peninghkatan Kapasitas Anggota Perempuan dipimpin oleh Eetua
Departemen vang bertanggung jawab kepada Ketua BPEE.

Pasal 186

Dalam melaksanakan fungsl sebapaimana dimalksud dalam Pazal 185 ayat (1),
Departemen Peningkaten Kapasitas Anggota Perempuan bertugas:

a.

(1)

12

memetakan potensi anggota perempusan dan analk-anak anggota dalam
berbagai sektor;

memhbina kompetensi anggola perempuan;

mengoordinasilan, menyosializasikan, dan menyupetvisi, serta
pendampingan strukturBPKK wilayah dalam program peningkatan kapasitas;
mengoordinasikan peninglkatan kapasitas dengan departemen di Hnglungan
bidang dan Partai;

memnasun Panduan Partar;

menyusun REKAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang dismanatkan oleh Ketua BPER.

Pasal 187
Departernen Kajian Perempuan, Anak, dan Keluarga mempunyai fungsi Kajian
terhadap isu perempuan, anak, dan keluarga scbapai bahan pengambilan
keputusan Partad.
Departemen Kajian Perempuan, Anak dan Keluarga dipimpin oleh Ketua
Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPFKE.

Pasgal 188

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimena ditnaksud dalam Pasal 187 ayat (1),
Departemen Kajian Perempuan, Anak, dan Keluargs bertugas:

A,

b
3

LU=

= o

menyiapkan konten pernyataan pendapat atau pandangan bidang terhadap
tentang perempuan, anak dan keluarga;

menyiapkan kenten kebijakan publik terkait perempuan, keluarga, dan anals
menyiapkan konten publikasi reguler terkait isu perempuan, anak, dan
keluarga;

melaksanakan kajian terkait perempuan, anak, dan keluarga;
mengoordinasikan kajian dengan departemen di lingkup bidang dan Partai;
menghimpun informasi Partai yang integratif sebagni bahan pengambilan
kebijakan bidang;

menyusun Panduan Partal;

menyusun REAT departemen;

menyusun dan menvampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara




a5 dari 859

berkala; dan
. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan cleh Ketua BPEE.

FPazal 189
{1) Departemen Hubungan Kelembagsan Perémpuan mempunyal fungsi
komunikasi dan sinergl antar lembaga perempuan lingkup internal dan
eksternal,
{2) Departemen Hubungan Kelembagaan Perempuan dipimpin oleh Ketua
Departemen yang bertanggung jawah kepada Ketua BPKE.

Pasal 190
Dalam melaksanakan fungsl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1),
Departemnen Hubungan Kelembagaan Perempuan bertugas:
a. memetakan dan pengelompokan lembaga perempuan;

b. mengkomunikasikan dan pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai
lembaga perempiian;

c. mengoordinasikan, menyosialisasikan, menyupervisi dan pendampingan

astrulttur BPKK wilavah dalam mengoptimalkan lembaga petempuan;

menpoordinasikan pengelolaan lembaga, dengan Bidang/Badan terkait;

menyusun Panduan Partai;

menyusun REKAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara

berkala; dan

melaksanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Ketua BPREK.

T omoen

Paragraf 11
Bidang Hubungan Masyarakat

Pasal 191
{1} Bidang Hubungan Masyarakat, yang selanjuinya disingkat Humas
mempunyvai fungsi pengelolaan hubungan masyarakat.
{2) Bidang Humas dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada
Presiden Partai.

Pasal 192

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1),

Bidang Humas berfugas:

a. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat dan
media untuk pemenangan Partai dalam Pemilu dan Filkada;

b, meningkatkan kemitraan dan asistensi bagl pejabat publik dari kalangan
anggota dan yang didukung oleh Partai pada sektor kehumasan untuk
peningkatan kepeloporan partai di hadapan publik;

c. melaksanakan pembinaan SDM bidang hubungan masyarakat;

d. menyosialisasikan dan melakukan pendampingan program kerja ke MPW dan
DPW dengan berkoordinasi BPW,

e. mengkomunikasikan dan publikasi implementasi gagasan dan opini Partai
vang unggul pada isu strategis sosial, politik, hukum, geni, budaya, dan
pariwisatsa;

f  melaksanakan propaganda Partai dan penggalangan opini di kalangan pemil:h

dan masyarakat untuk pemenangan Partal dalam Pemilu dan Pilkada;

menyusun Panduan Partai terkait pengelolaan hubungan masyaralkat;
melaksanakan pelayanan dan penpendalian program pengelolaan hubungan
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masyarakat;

menyusun RKAT bidang;

menyusun dan menyampaian laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala;
dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 12
Organisasi Bidang Humas
Pasal 193
Organisasi Bidang Humas terdiri atas:
. Ketus,
Waldl Ketua,
Sekretariat Bidang,

Departermnen Publisitas dan Hubungan Media,
Departemen Riset dan Moenitoring,
Departermnen Media Baru, dan

Departemen Pelatihan dan Komunitas

Pasal 194
Wakil Ketua Bidang Humas mempunyai tugas membantu Ketua Bidang
Humas melaksanakan penpgelolaan hubungan masyaralat.
Waldil Ketua Bidang Humas bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas,

Pasal 196
Sekretariat Bidang Humas mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungen administrasi kepads seluruh unsur
organisasi di lingkungan bidang.
Selecretariat Bidang Humus dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawals
kepada Ketua Bidang Humas.

Pasal 196

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1},
Sekretariat Bidang Humas berfugas:

a.
b.
e

ks

=l - S

(1)

mengoordinasikan kegiatan bidang;

mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
membing dan  memberikan  dukungan administrasi yang meliput
ketatansahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;

koordinasi kemitraan strategis Partad dengan institusi di selitor publik, swasta,
dan eetiga dalam membantu peningkatan kualitas kehumasan Partal;
membina serta mensata organisasi dan tata laksana;

mengoordinasikan penyusunan Panduan Fartai;

mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang . "
mengoordinasikan penyusunan dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja
bidang; dan .

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Humas.

Pasal 197
Departemen Publisitas dan Hubungan Media mempunys_mi fu_ngai perumusan
kebijakan dan pelaksansan program pada lingkup publikasi dan hubungan
dengan media,
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(2) Departemen Publisitas dan Hubungan Media dipimpin oleh Ketua Departemen
vang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas,

Pasal 198
Dalam melaksanakan tfugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1),
Departemen Publisitas dan Hubungan Media bertugas:
#. melaksanaksn publikasi program dan kegiatan Partai;
b. memantau, menghimpun, dan mengelola data, dan informaai;
¢. menganalisis dan mengembangkan kreasi publikasi dslam rangka
pembentulan citra positf Partai;
d. mengembangkan hubungan dengan berbagai media dalam rangka
peningkatan citra positif Partal;
e, mengonordinasikan dan menyinkronisasikan publikasi, komunikasi internal
dan cksternal, serta pembentukan citra positif Partai;
menyusiin Panduan Partai;
menyusun RKAT departemen;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala;dan
i. melaksanakan tugas lain vang diamanatkan oleh KEetua Bidang Humas,

Fm

Pazal 199
(1] Departemen Riset dan Monitoring mempunyvai fungsi perumusan kebijakan
dan pelaksanaan riset dan monitoring pada lingkup media.
i2) Departemen Riset dan Monitoring dipimpin oleh Ketua departemen yang
bertanggung jawah kepada Ketua Bidang Humas.

Pasal 200
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1),
Departemnen Riset dan Monitoring bertugas:

a. merumuskan, menyasun, dan mengembangkan sistem riset dan monitoring
media;

b. melaksanalkan rizet, monitoring media dan rekomendasi pengelolaan isu
publik secara berkala;

c.  memantau, menghimpon, dan mengelola data, dan informeast;

mengoordinasikan dan menyinkronisasikan dengan departemen dan elemen

struktur terkait,

menyusun Panduan Partai terkait riset dan monitoring media;

mendokumentasilkan hasil riset dan monitoring media;

menyusun EKAT departemen;

menyusun dan menyvampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara

berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Humas,

e

brog om

Pasal 201
{1} Departemen Media Baru mempunyvai fungsi perumusan kebijakan dan
pelaksanaan program pada lingkup media bara.
(2] Departemen Media Baru dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung
jawab kepada Ketua Bidang Flumas,

Pasal 202
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1),
Departemen Media Barn bertugas:
Eli.; !
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merumuskan kebijakan teknis pada lingkup pelayanan informasi media baru;
melaksanakan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat melalui
rnedia bara;

memantau, mengumpulkan, dan pengelolaan data, dan informasi;

melayani informasi media baru;

menganalizsa dan mengembangkan kreasl kehumasan melaloi media baru;
mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pada Hngkup pelayanan
informasi media baru;

menyusun Panduan Partai terkait media barua;

menyusun REAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala;dan

melaksanakan tugas lain yvang diamanatkan oleh Ketua Bidang Humas,

Pasal 203
Departermen  Pelatihan dan Komunitas mempunyal fungsi  perumusan
kebijakan dan pelaksanaan program pada lingkup pelatihan  dan
penumbuhkembangkan komunitas,
Departemnen Pelatihan dan Komunitas dipimpin oleh Ketua Departemen yang
bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas,

Pasal 204

Dalam melaksanakan fungsi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat {1},
Departemen Pelatihan dan Komunitas bertugas:

b.

G
e,

PrE@

(1)
(2

merumuskan kebijakan tekmis pada lingkup pengembangan pelatihan dan
penumbuhkembangkan komunites;

mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pelatihan dan
penumbuhkembangkan komunitas,

memantau, menghimpun, dan pengelolaan data, dan informasi;
mengokohkan kinerja pemenangan Pemilu dan Pemilukada melalui narasi,
kehijakan eksekutif dan legislasi Kehuimasan yang berkualitas, efcktif, dan
diterima luas aleh angpota dan publik;

mengimplémentasikan gagasan dan opini Partai yang unggul pada isu
strategis sosial, politik, hukum, seni, budaya, dan pariwisata, serta
mengkomunikasikannya kepada publik;

menjalin kemitraan strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta,
dan ketiga dalam membantu peningkatan kualitas kehumasan Partai;
menyusun Panduan Partal terkait pelatihan dan komunitas;

menyusin REAT departemen;

meryusun dan menyampaikan laporan kerja dan ldnerja departemen secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Humas.

Paragraf 13
Bidang Seni dan Budaya

Pasal 208
Bidang Seni dan Budaya, yang selanjutnya disingkat BSB mempunyai fungsi
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni dan budayaPartad,
BSE dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden

Partal.
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Pasal 206
Dalam melaksanakan fungsl sebagaimana dimaksud dalaen Fasal 205 ayat (1),
BSH bertugas:
a.

b.

e - O -

s et

menampilkan Partai sebagai lslam Rahmaten Lil-Alamin dan menjunjung
tinggi budaya Indonesia;

membentuk lembaga pendulung danfatau savap Partai di segmen Seni
Budaya;

melaksanakan propaganda Partal dan penggalangan pemilih khususoya di
lalangan masyvaralkat tradisional fadat melahsl senl dan budeyva Indonesia
untuk pemenangan Partad dalam Pemilu dan Pilkads;

mengenalkan Partai di kalangan pemilih melalui karya seni dan budaya;
mengembangkan seni dan badays masyarakat Indonesia;

melaksansakan pembinaan seni dan budaya Partai;

melaksanskan pelayanan dan pengendalian program pengelolaan bidang send
dan budaya;

melaksanakan pembinasn SDM bidang seni dan budays;

menyosialisasikan dan melalkukan pendampingan program kerja ke MPW dan
DFW dengan berkoordinasi BF'W,

menyusun Panduan Partal terkait pembinaan seni dan budaya Partai;
menyusun BEAT bidang;

memyuaun dan menyvampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara
berkala; dan

melakaanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai,

Paragraf 14
Organisasi BSB
Pagsal 207
Organisasi BSB terdin atas:
Ketua,
Wakil Ketua,
Sekretariat Bidang,

F@m R RDop
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Departemen Budaya Indonesia,
Departemen Seni Lestard,

Departemen Seni Kiwari,

Diepartemen Jaringan, dan
Departemen Riset dan Pengembangan.,

Pasal 208
Wakil Ketua BSB, mempunyaitugas membantu Ketua BSB melaksanakan
pembinaan dan pengembangan seni dan budaya Partai,
Wakil Ketua BSE bertanggung jawab kepada Ketua BSE.

Pasal 209
Sekretariat BSB  mempunyal fungsi koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dulungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Bidang.
Sekretariat BSE dipimpin cleh Sekretaris vang bertangpung jawab kepada
Ketua BSE,
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Pasal 210

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 avat (1),
Sekretariat BSE bertugas:

H.
.
ot

S

=M omn

11}
12}

mengoordinasikan kegiatan bidang;

mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
menghimpun para seniman dan budayawan muslim untuk bérsama-samea
mengembanglkan seruan kebaikan melalui produk-produk seni dan budaysa;
membina dan memberikan dulbungan admindstrasi  yang meliputi
ketatausahaan, kerja sama, arzip, dan dekumentasi hidang,;

membina serta menata organisasi dan tata laksana;

mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;

mengoordinasilcan penyusunan EEAT bidang;

mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja
bidang, dan

melaksanalan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BSB.

Pasal 211
Departemen Budaya Indonesia mempunvei fungsi pelestarian  dan
penpgembangan seni dan budaya Indonesia.
Departemen Budaya Indonesia dipimpin oleh Ketua Departemen yang
bertanggung jawab kepada Ketua BSB.

Pagal 212

Dalam melaksanakan fungsi sebagnimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1),
Departemen Budaya Indonesia bertugas:

a.

b,
s

d.

e
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(1)
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memperkenalkan Seni dan Budaya Tradisl Indonesia;

mengenalkan Partai kepada para pelaku dan penikmat seni Tradisi Indonesia;
menyiapkan dan mengembangkan perangkat pada sistem seni dan budaya
yang luhur;

menyelenggarakan berbagal program kesenian dan kebudayaan di media
schagail alternatif tayatigan budaya asing yang merusalk;

menyadarkan masyarakat tenlang pentingnya mengonsumsi produk- produl
budava yvang sehat,

mengoordinasikan den menvinkronisasikan dengan departemen dan elemen
struktur terkait;

tnemyusun Panduan Partai;

menyusun REAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan departemen secara berkala; dan
melalmanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Ketua B3B.

Pasal 213
Departemen Seni Lestari mempunyai fungsi penjagaan dan pengembangan
produk budaya umum dan kesusasteraan.
Departemen Seni Lestari dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung
jawab kepada Ketua BSB.

Pasal 214

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1),
Departemen Seni Lestari bertugas:

&,
=8

C.
d

memperkenalkan Seni dan Budaya Indonesia secara umum; )
mengenalkan Partal kepada para pelaku dan penikmat seni dan budaya di
Indomesia;

melaksanakan kajian kepartalan dibidang kesusastéraan;

mengoordinazikan dan meningkatkan keterpaduan  dalam  penyiapan,
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penyusunan, masukan, dan rumusan program kesusasteraan;

menyiapkan dan mengembangkan perangkat pada sistem kesusasieraan yang
Islami,

mengaktifltan Akun Kesuzastraan Ddgital;

menyelengparakan berbagai program  Kesusasteraan di media  sebapai
alternatif tayangan budaya asing yang merisalk;

koordinasi dan sinkronisasi dengan departemen dan elemen strukiur terkait:
menyusun Panduan Partai;

menyusun REAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan departemen secara berleala; dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BEB.

Pasal 215
Departemen Send EKiwari mempunyval fungsi penjagaan dan pengembangan
seni dan budaya kontemporer dan digital, terutama di kalangan milenial dan
Gen-Z sebapgal pemilibh permula.
Departemen Seni Kiward dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung
jewab kepada Ketua BSE,

Pasal 216

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1),
Departermnen Send Kiwar bertugss:

a.

b.

12)

menampilkan Karya Seni para angpota dan simpatisan Partad melalui platform
ks

Eﬁ]gﬂmﬂlkﬁn Partai kepada para pelalu dan penikmat seni kontemporer

terutama konten digital;

menyelengparakan berbagal program untuk memperkenalkan produk seni dan

budaya Partai;

mengoordinasikan dan menyinkronkan dengan departemen dan elemen

struktur terkait;

menyusun Panduan Partai;

menyusun REAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan departemen secara berkala; dan

melaksanalkan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BSB.

Pasal 217
Departemen Jaringan mempunyval fungsi pembentukan dan penjagaan jejaring
kcruanitaz zeni dan budays di Indonesia.
Departemen Jaringan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung
jawab kepada Ketua BSB.

Pazal 218

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimans dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1),
Departemen Jaringan bertugas,

.

Pailf &
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melakukan pembinaan dan advokasi kepada jejaring komunitas serta sanggar
geni dan budayva;

membentuls sanggar atau komunitas seni dan budaya dilinghungan Partad;
membuka komunikasi intens dengan para Seniman dan Budayawan;
mengoordinasikan dan menyinkronkan dengan departemen dann elemen
struktur terkait;

memnasun Fanduan Partal:

menvusun REAT departemern;
menyusun dan menyampaikan laporan departemen secara berkala; dan
melakeanakan tugas lzin vang diamanatkan oleh Ketua BSEB.

P
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Pasal 219
(1) Departemen Riset dan Pengembangan mempunyai fungsi risct Seni dan
budaya di Indonesia, terutama kaitannyva dalam bideng dakwsah dan politik
(2) Departemen Riset dan Pengembangan dipimpin oleh Ketua Depariemen yang
bertanggung jawab kepada Ketua BSB.

Pasal 220
Dalam melaksanaksn fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1],
Departemen Riset dan Pengembangan bertugas:
a, melakukan survei, penelitian dan diskusi mengenai seni budaya yang
berkembang dalam kerangka pengembangan dakwah dan pemenangan politil;
membentuk sanggar atan komunitas send dan budeya dilingkungan Partai;
menyelenggarakan Foeus Discussion Group seni dan budaya;
mengoordinasikan dan menyinkronkan dengan departemen dan elemen
strukour terkait;
menyusun Panduan Partai;
menyusun EEAT departemen;
menyusun dan menyampaikan laporan departemen secara berkala; dan
melaksanakan tugas lain yang dismanatkan oleh Ketua BEB,

o

LR

15
Bidang Politik, Huknm, dan Keamanan

Pasal 221
(1} Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang selanjulnya disinglkat Polhukam
mempunyal fungsi pengelolaan Partai di bidang politils, huloom, dan
keamanan.
(2] Bidang Polhukam dipimpin oleh Ketua Bidang vang bertanggung jawab kepada
Presiden Partai.

Pasal 222

Dalam melaksanakan fungsl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1),

Bidang Polhukam bertugas:

a. melaksanakan pengelolaan Partad di bidang politik, hukum, dan keamanan;

b. melaksanakan pelayanan dan pembelaan masyarakat dan kenstituen dalam
bidang politik, hukum, dan keamanan;

c. melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap Partai di bidang
politik dan pertahanan, keamanan, hukum dan hak asasi manusia, serta
pemerintahan dan otonomi dasrah;

d. melaksanakan pembinaan SDM bidang politik, hukum, dan keamanan;

melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis pemenangan

Partai dalam Pemilu dan Filkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi

BPW;

melaksanakan kampanye politik gagasan pada bidang politik, hukum, dan

keamanan untuk pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;

menghaji, menyiapkan, dan mengembanghkan perangkat pada institust politik

Partai guna mendukung pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;

menyusun Panduan pengelolaan bidang politik, huloum, dan keamanan;

menyusun REAT bidang;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara

e

o
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melaksanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Presiden Partai;
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Paragraf 16
Organisasi Bidang Polhukam
Pasal 223
Organisasi Bidang Polhukam terdiri atas:
a. Ketua,
b, Wakil Eetua,
c, Sekretariat Bidang,
d. Departemen Politile,
e, Departemen Huloom,
f.  Departemen Kebijalan Publil dan
g. Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 224
{1} Wakil Ketua Bidang Polhukam mempunyai tugas membantu Ketua Bidang
Polhukam dalam melaksanakan pengelolaan Partai di bidang pelitik, hulum,
dan keamanan.
[2) Wakil Ketua Bidang Polhukam berlanggung jawab kepada Ketua Bidang
Polhulkaim,

Pasal 225
(1) Sekretariat Bidang Pelhukam mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di inglkungan Bidang.
(2] Sekretarint Bidang Polhukam dipimpin oleh Sekretaris bertanggung jawab
kepada Ketua bidang Polhukam.

Pasal 226
Dalam melaksanakan funpgsi sebagaimana dimaksud dalam Paszal 3325 ayat (1],
Selkretariat Bidang Polhulcam bertugas:
a, mengoordinasikan kegiatan bidang;
b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
c. membina dan memberikan dukungon adminietrasi Yeng melipub
ketatansahaan, kerja sama, arsip, dan deltumentasi bidang;
membina serta menata organisasi dan tata laksana;
mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
mengoordinasilkkan penyusunan REAT bidang; o
mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja
bidang; dan
melaksanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Ketua Bidang Polbhukam,

T ®oO0E

Pasal 227
(1] Departemen Palitik mempunyai fungsi kajian, analisis, perumusan kebijakan,
dan pelaksanaan program pada lingkup politik. .
(2] Departemen Politik dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab
kepada Ketua Bidang Polbulam.

Pasal 228
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1),
Departemen Politik bertugas: :
g, menyiapkan perumusan kebijakan perencansan pembangunan nasional pada
lingkup politik; e
b. mengkaji, menyiapkan, dan mengembangkan perangkat pada institusi politik

AR
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Partad;
c. membing anggota bidang politik melalui supervisi, konsultasi, dan edukasi;
d. mengoordinasikan dan  menyinkronisasikan pelaksansan  kebijakan
perencanaan Partal pada linglup politik;
e. mengkaji kebijakan perencanaan Partai pada lingkup politik;

f memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan rencana Partai
pada lingkup palitik;

g menyusun Panduan Partai terkait dengan palitik;

h. menyusun RKAT departemen;

menyusun dan menyampaiken laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

j.  melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Polhukam.

Pasal 229
(1) Departemen Hukum mempunyai fungsi penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi, sinkronizasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaar
Partai pada lingkup hukum, serta pemantsuan dan  penilaian atas
pelalsanaanmya.
{2) Departemen Hukum dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung
jawab kepada Ketua Bidang Polhukam.

Pasal 230
Dalam melaksanakan fungsi sehagaimana dimaksud dalam Pasel 229 ayat (1),
Departemen Hulum bertugas:
a. melaksanakan analisis serta kajian hukum dan perundang-undangan;
b. mengkaji, menyiaplkan, dan mengembangkan peranglat pada instiousi hukum;
e, membina anggota bidang hukum melalui supervisi, konsultasi, dan edukasi;
d. melaksanakan advokasi hukum bag kepentingan umat;
e. men inasikan dan menyinkronisasikan perencanaan Partai pada lingkup
penegakan hukum, pemberdayaan, dan peningkatan akses terhadap huloam;
[ meramuskan rencana Partai pada lingkup penegakan hukum, pemberdayaan
dan peningkatan akses terhadap hukum;
g mengevaluasi rencana Partai pada lingkup pencgakan hukam, pemberdayaan,
dan peningkatan akses terhadap hulurm;
h. meningkatkan kapasitas lembaga perencanaan Partai pada lingkup penegakan
hukum, pemberdayaan, dan peningkatan akses terhadap hukum;
menyusun Panduan Partai terkait hukum;
menyusun RKAT departemen;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala;dan
L melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Pollakam,

et

Pasal 231
(1) Departemen Kebijakan Publik mempunyai fungsl penyiapan perimusan
kebijakan, keordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi
perencanaan Partai pada lingkup kebijolkan publik, serta pemantatian dan
penilaian atas pelaksanaannya.
{2) Departemen HKebijakan Publik dipimpin oleh Ketua Departemen yang
bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Polhukam.

Pasal 232
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1),

Departemen Kebijakan Publik bertugas:

a. melaksanakan analisis serta kajian untuk kebijakan publik;
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mengkaji, menyiapkan, dan mengembangkan hasil kajian;

membina angpota bidang kebijakan publik melalui supervisi, konsultasi, dan
edukasi;

merumuskan rencana Partai pada lingkup kebijakan publik;

mengevaluasi rencana Partai pada lingkup kebijakan publik;

menyusun RKAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemeén secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan aleh Ketua Bidang Polhulkam,

Pasal 233
Departemen Pertahanan dan Keamanan mempunya fungsi perumusan
kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pada ruang linglup pertshanan dan
keamanan,
Depatrtemen Pertahanan dan Keamsnsn dipimpin oleh Ketua Departemen
vang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Polhalkam:.

Pasal 234

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1),
Departemen Pertahanan dan Keamanan bertugas:

3.

b
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menylapkan perumusan kebijakan perencanaan Partai pada bhnghkup
pertahanan dan keamanan;

menglkaji, menyiapkan, dan mengembangkan perangkat pada institusi
pertahanan dan keamanan Partai;

melaksanakan pembinaan anggota terkait pertahanan dan keamanan melahu
gupervisi, konsultaszi, dan edukasi;

mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan Partai
pada lingkup pertahanan dan keamanan;

mengkaji kebijaken perencanaan Partai pada lingkup pertahanan dan
keamanan;

melaksanakan program Partad pada lingkup pertahanan dan keamanan;
memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan program Partai
pada lingkup pertahanan dan keamanan;

menyusun Panduan Partai terkait pertahanan dan keamanarn;

menvusun REAT departemien;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Polhukam.

Paragraf 17
Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada

Pasal 235
Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada, vang selanjutnya disingkat BP3
mempunyai fungsi pemenangan Partai dalam Pemilu dan Filkada,
BP3 dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden
Partai.

Pasal 236

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat {1),
BF3 bertugas:

8.

mengoordinasikan pelaksanaan pemenangan Partal dalam Pemilu  dan
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Pilkadsa;
b. mengoordinasikan proses bakal calon anggota legislatif dan bakal calon kepala
daerah;
melaksanakan analisis politik terkait pemenangan Pemilu dan Pilkada;
mengoordinasikan analisis daerah pemilihan terhadap pemcnangan Partai
dalam Pemilu dan Pilkada;
e. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis pemenangan
Partai dalam Pemilu dan Pillkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi
BFW;
menyusun Panduan Partai terkait pemenangan Pemnilu dan Piliedeg
menyusun BEAT bidang;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara
berkala; dan
melaksanakan tugas lein yang diamanatkan oleh Presiden Partad.

B A
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Paragraf 18
Organisasi BP3
Pasal 237
Oreganisasi BP3 terdiri atas:
Ketua,
Wakil K=tua,
Sekretariat Bidang,

Departemen Kajian Strategis,

Departemen Jaringan dan Penokohan,

Departemen Pemenangan,

Departemen Pengelolaan Daerah Pemilihan,

Departemen Pembinaan Calon Kepala Daerah dan Calon Legislatif,
Departemen Kemitraan Strategis.

ol R N

Pasal 238
(1] Wakil Ketua BP3 mempunyai tugas membantu Ketua BP3 melaksanakan
pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada.
{2} Wakil Ketua BP3 bertanggung jawab kepada Ketua BP3.

Pasal 239
(1} Sekretariat BP3 mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan,
dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
linglaingan bidang.
(2] Sekretariat BP3 dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada
Ketua BF3.

FPasal 240
Dalam melaksanaken fungsi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1),

Sekretariat BP3 bertugas:

a. mengoordinasikan kegiatan Bidang;

b. mengoordinasikan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran bidang;
¢ membina dan memberikan dukungan administrasi  yang meliput
ketatausabiaan, kerja sama, arsip, dan doloamentasi bidang;

membina serta menata organisasi dan tata laksanea;

mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;

mengoordinasikan penyusunan REAT bidang,

mengoordinasikan penyusunen dan penyampaian laporan kerja dan kinerja

SR
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bidang; dan
melaksanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Ketus BP3.

Pasal 241
Departemen Kaflan Strategis mempunyai fungsi analisis dan penghkajian
atrategis terhadap selurih dinamika politik dalam rangka pemenangan Pemilu
dan Pilkada.
Ketua Departemen Kajian Strategis dipimpin oleh Ketua Departemen yang
bertanggung jawab kepada Ketua BF3.

Pasal 242

Dalam melaksanalkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1),
Ketua Departemen Kajian Strategie bertugas:

a.
b.

0.
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menviapkan data dan informasi sebagai bahan analisis politik;
melaksanakan analisis politik nasional, regional, dan internasional untuk
kepentingan Partai;

melaksanaken analisis politik lokal dan nagional dalam ranghka pemenangan
Pemilu dan Pilkada;

melaksanakan kerja sama kemitraan dengan lembaga eksternal yang
melakukan kegiatan analisis politik;

menyusun Panduan Partad;

menyusun REAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BP3.

Pasal 243
Departemen Jaringan dan Penokohan mempunyai fungsi analisis, kajian, dan
perumusan program  terkeit Jaringan dan penokohan dalam  rangla
pemenangan Pemila dan Pilkada.
Ketua Departemen Jaringan dan Penokohan dipimpin oleh Ketua Departemen
yang bertanggung jawab kepada KetuaBF3.

Pasal 244

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1,
Departemen Pencalonan dan Penckohan bertugas:

.

b.

f
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merumuskan mekanisme dan teknis penjaringan dan penokehan delam rangka
pemenangan Pemilu dan Pilkada;

menghimpun data dan informasi terkait penjaringan dan penokohan dalam
rangka pemenangan Pemilu dan Pilkada;

. memanfastkan prasarana, sarana, dan media dalam rangka penjaringan dan

penokohiat;

. menyusun Panduan Partai terkait penjaringan dan penokohan;
. mengoordinasikan penjaringan dan penokohan dengan elemen struktur terkeat;

menyusun REAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BP3.

Pasal 245

(1] Departemen Pemenangan mempunyai fungsi analisis, kajian, perumusan, dan

pelaksanaan program pemenangan Pemilu dan Pilkada.

{2} Departemen Pemenangan dipimpin oleh Ketua Depattemnen yang bertanggung

jawalb kepada Ketua BP3.
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Pasal 246

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1),

Departemen Pemenangan bertugas:

a. menghimpun data dan informasi delam rangka perumusan  program
pemenangan Pemilu dan Pilkada;

b. melaksanakan analisis, kajian, perumusan, pelaksanaan pemenangan Pemilu
dan Pilkada;

c. memanfaatkan prasarana, sarans, dan media dalam rangka pemenangan
Pemilu dan Pilkada;

d, mengoordinasikan pelaksanaan pemenangan Femilu dan Filkads dengan
elemen struktur terkait;

e, menyusun Panduan Partai terkait pemenangan Pemilu dan Pilkada;

i. menyusun REAT departemen;

j.  menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan Kinerja departemen secara
berkala; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diamanatlan oleh Ketun BP3,

Pasal 247
(1) Departemen Pengelolaan Daerah Pemiliban mempunyal fungsi perumus
kebijakan dan pelaksanaan program pada lingkup pengelolaan daerah
pemilihan.
(2} Ketua Departemen Pengelolaan Daerah Pemilihan dipimpin oleh Ketua
Departemen vang bertangeung jawab kepada Ketua BP3,

Pasal 248
Dalam mclaksanakan fungsl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1),
Departemen Pengelolaan Daerah Pemilihan bertugas:
a. menghimpun data dan informasi dalam rangka perumusan program
pengelolaan daerah pemilihan;
b. melaksanakan analisis, kajian, perumusan, pelaksanaan pengelolaan
daerah pemilihan;
¢, memanfaatksn prasarana, sarana, dan media dalam rangka pengelolaan
daerah pemilihan;
mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan daerah pemilihan dengan
elemen struktur terkait;
menyusun Panduan Partai terkait pengelolaan daerah pemilihan;
menyusun REAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan
melaksanakan tugas lain vang diamanatkan olech Ketua BP3,

A
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Pasal 249 .
(1) Departemen  Pembinaan Calon Kepala Daerah dan  calon Legislatif
mempunyal fungsi perumus kebijakan dan pelaksanaan program pada
lingkup pembinaan calon kepala daerah dan calon legislatif.
{2} Departemen pembinasn calon kepala daerah dan calon legislatif dipimpin
oleh Ketua Departemen vang bertanggung jawab kepada Ketua BP3.

Pasal 250
Dalam melaksanaken fangsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1),
Departernen Pembinaan Calon Kepala Daerah dan Calon Legislatif bertugas:
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menghimpun data dan informasi dalam rangha perumusan program
pembinaan calon kepala dasrah dan calon legislatif]

melaksanakan analisis, kajian, perumusan, pelaksanaan pembinaan calon
kepala daerah dan calon legislatif,

memanfaatian prasarana, sarana, dan media dalem rangka pembinaan
calon kepala dacrah dan calon legislatif,

mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan calon kepala daerah dan calon
legislatif dengan elemen atruktur terkait;

menyusun Panduan Partai terkait pembinaan calon kepala daerah dan calon
legislatif;

menyusun REAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

. melaksanakan tugas lain yang diamanatian oleh Ketua BF3.

Pasal 251

(1) Departemen Kemitraan Strategis mempunyai fungsi perumus kebijaloan dan

pelaksanaan program pada lingkup kemitraan strategis.

(2] Ketua Departemen Kemitraan Strategls dipimpin oleh Ketua Departemen

yang bertangpung jawah kepada Ketua BF3.
Pasal 252

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimena dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1},
Ketua Departemen Eemitraan Strategis bertugas:

.

b.

P
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menghimpun data dan informasi dalam rangka perumusan program
kemitraan strategis;

melaksanakan analisis, kajian, perumusan, pelaksanaan kemitraan
strategis;

memanfaatkan prasarana, sarana, dan media dalam rangka kemitrasn
sirategis,

mengoordinasikan pelaksanaan kemitraan strategis dengan elemen struletur
terkait;

menyusun Panduan Partal terkait kemitraan strategis;

menyusun RERAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

melakeanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Ketua BP3.

Paragraf 19
Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 253

(1) Bidang Kesejahtersen Sosial, yang selanjutmya disingkat Bidang Kesos

memmpunyai fungsi pengelolaan Partai di bidang kesejahterasn sogial,

(2] Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggang
jawah kepada Presiden Fartal

Pasgal 254

Dalam melaksanaken fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1),
Bidang Kesos bertugas:

i,
=F

melaksanakan pengelolaan Partai di bidang kesejahteraan sosial;
melaksanakan pelayanan dan pembelann masyarakat dan konstituen dalam
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bidang kesejahteraan sosial untuk pemenangan Partai dalam Pemilu dan
Pilkada;

melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap partai di bidang
pendidikan, sosial, kesehatan dan bidang kesejahteraan sosial lainnya;
melaksanakan pembinaan SDM bidang kesejahteraan sosial;

melaksanakan sozialisasi dan pendampingan program strategis pemenangan
Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi
BPW,

melaksanakan kampanye polik gagasan pada bidang kesejahteraan sosial
untuk pemenangan Partad dalam Pemilu dan Pilkada;

menyusun Panduan Partai bidang kesejahteraan sosial;

menyusun BEEAT bidang;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan lanerja bidang secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Parmal.

Paragraf 20
Organisasi Bidang Kesos
Pasal 2558
Organisasi Bidang Kesos terdiri atas:
. Ketua,
Wakil Ketua,
Sekretariat Bidang,

Departemen Pendidikan dan Pembangunan Karakter,
Departemen Jaringan dan Kemitraan Strategis,
Departemen Advokasi dan Layanan Sosial, dan
Departemen Peningloatan Kualitas Keschatan Masyarakat.

Pasal 256
Wakil Ketua Bidang Kesos mempunyai tugas membantu Ketua Bidang Kesos
melaksanakan pengelolaan Partad di bidang kesejahteraan sosial.
Wakil Ketua Bidang Keaos bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kesos.

Pasal 257
Sekretariat Bidang Kesos mempunyai fungsi keordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Bidang.
Sekretariat Bidang Kesos dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawak
kepada Ketua Bidang Kesos,

FPasal 258

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1),
Sekretariat Bidang Kesejahteraan Sosial bertugas:

a.
b,

e,

= L

mengoerdinasikan keglatan Bidang;

mengoordinasikan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran bidang,
membina don memberikan dukungan administrasi, ketatausahaan, kerja
sama, arsip, dan dokumentasi Bidang;

membina serta menata otganizasi dan tata laksansa;

mengoordinasilan penyusunan Panduan Fartal

mengoordinasikan dengan seluruh organisasi sayap Partal di bidang
kescjahteraan Seaial untuk mencapai target pertumbuhan anggota;

5
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g. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, supervisi, dan kunjungan kerja ke
Majeliz Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, khususnya yang
terkait dengan isu dan permasalahan di bidang kesejahteraan Sosial;

h. mengoordinasikan penyusunan EKAT bidang,

mengoordinasikan penyusunan dan penvampaian laporan kerja dan Kinerja

bidang, dan

j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kesos.

b

Pasal 259
1] Departemen Pendidikan dan Pembangunsn Karakter mempunysd fungsi
perumusan kebijakan dan pelaksanaasn program di bidang pendidikan dan
pembanganan karalkter.
{2] Departemen Pendidikan dan Pembangunan Karalkter dipimpin oleh Ketua
Departemen yang bertanggung jawah kepada Kefua Bidang Kesos.

Pasal 260

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1),

Departemen Pendidikan dan Pembangunan Karakter bertugaa:

a. melaksanskan pengelolaan Partai di bidang pendidikan dan pembangunan
karakter;

b. melaksanakan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan masyarakat dan
konstituen dalam bidang pendidikan berkarakter vang berbasis anggota dan
desa/kelurahan;

c. melaksanakan kajian kehijakan publik dan publikasi sikap Partai di bidang
pendidikan berkearalkiter;

d. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pemetaan, dan pengelolaan SDM
dan organisasi sayap Partai di bidang pendidikan berkaralkter;

e. mengadvokasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan
nasional dalam rangks meningkatkan kualitas pendidikan berkarakter;

f. mengnordinasikan dengan lembaga lain dibidang pendidilean untuk mencapsai
target pertumbuhan anggota;

g menglkomunikasikan kerja sama strategis dengan berbagail elemen bangsa
dalam rangka meningkatkan peran pelayanan di bidang pendidilan
berkaralkter;

h. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis

Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, khususnya yang terkait

dengan isu dan permasalahan di bidang pendidikan berkaralter;

menyusun Panduan Partai terkait pendidikan dan pembangunan karakter;

menyusun program strategis Departemen;

menyusun RKAT Departemen;

menyusun dan menyampatkan laporan kerja dan kinerja Departemen secori

herkala; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kesos,

el ekt

Pasal 261
{1} Departemen Jaringan dan Kemitraan Strategls mempunyai fungsi perumusan
kebijakan dan pembentukan jaringan dan kemitraan strategis pada bidang
kesejahteraan sesial .
(2) Departemen Jaringan dan Kemitraan Strategis dipimpin oleh  Ketua
Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kesos.

Pasal 262
Dalam melaksanakan fungsi sebageimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1},

Departemen Jaringan dan Kemitraan Strategis bertugns:
¥
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4. melaksanakan pengelolaan Partai dalam pembentukan jaringan di bidang
kesejahteraan sosial;

b. mengkomunikasikan dan kerja sama strategis dengan berbagai elemen bangsa
dalam rangka meningkatkan peran pelayanan di bidang kesejahteraan sosial;

¢. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungen kerja ke Majelis

Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, khususnya vang terkait

dengan isu pembentukan jaringan dan kemitraan strategis;

menyusun Panduan Partai terkait jaringan dan kemitraan strategls,

menyusun program strategis Departemen;

menyusun EEAT Departemnen,

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Departemen secara

berkala;dan

melaksanakan tupas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kesos.

P omepR

Pasal 263
{1} Deparicmen Advokasi dan Layanan Sosial mempunyai fungsi pengelolaan
Partai di bidang layanan sosial.
[Z) Departemen Advokasi dan Layanan Sosial dipimpin oleh Ketua Departemen
bertanggung iawah kepada Ketua Bidang Resos.

Pasal 264

Dalam melaksanakan fungsi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 263, ayat {1)

Departemen Advokasi dan Layanan Sosial bertugas:

a. melaksanakan pengelolaan Partal di bidang layanan sosial;

b, melaksanakan pelavanan, pemberdayaan, dan pembelaan masyarakat dan
konstituen dalam bidang layanan aosial yang berbasiz =angpolta dan
desa /kelurahan;

¢, melaksanakan kajlan kebijakan publik dan publikasi sikap Partai di bidang
layanansaoaial;

d. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pemetaan dan pengelolaan SDMdan
organisasi sayap Partai di bidang layanan sosial;

e. mengadvokasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan nasional dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan Sosial;

f. menyusun konsep pelayanan dan pemberdayasn bagi masyarakat dengan
program vang efektif, kreatif, dan aplikatif;

g mengadvokasi terkait aktivitas filantropi yang dilakukan oleh berbagai wajihah
di hidang sosial dengan memberdayakan jejaring vang dimiliki;

h. menyusun kohsep standar penanganan bencana di Indonesia dengan
mengintegrasikan kemaslahatan warga, kemanusiaan, dan =soaial budaya
masyarakat yvang terkena bencana;

i. mengarahkan kepada seluruh lembaga sosial agar pengelolasn kelembagaan
dan implementasi program-programnya sesuai dengan huloum yang berlalon;

j. melaksanakan pelatihan bagi aktivis NGO /[LSM/yayasan sosial yang dikelola
oleh angpota, baik secara personal maupun kelembagaan dalam rangka
pelayanan sosial;

k. mengoordinasikan dengan Lembaga di bidang lavanan sosial untuk mencapai
target pertumbuhan anggota;

1. mensosialisasikan, menyupervisi, don Junjungan  kerja ke Majelis

Pertimbangan Wilayah dan Dewan Penguris Wilayah, Khususnya yang terboait

dengan isu dan permasalahan di bidang sosial;

menyusun Panduan Partai terkait aspek layanan sogial;

menyusun program strategis Departemen;

menyusun RKAT departemen;

enyuzun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara

b b8
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berkala; dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan olch Ketua Bidang Kesos,

Paszal 265
Departemen Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakal mempuiyal fungs:
pengelolaan Partai di bidang kesehatan.
Departemen Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh ketua
Departemen yatig bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kesos.

Pasal 266

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1},
Departemen Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat bertugas

a.
b.

L1
3

eage

(1)

2

melaksanakan pengelolaan Partal pada lingkup keschatan;

melaksanakan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan masyarakat dan
konstituen dalam bidang keschatan wyang berbasis  anpggota dan
desafkelurahan;

melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap Partai di bidang
keachatan;

melaksanakan pembinann, pemberdayaan, pemetaan dan pengelolaan SDM
dan lembaga di bidang kesehatan;

mengadvokasi perumusan dan implementasi kebijjakan kesehatan nasional
dalam rangka meningkatkan loaalitas kesehatan Soaial;

menyusun konsep progam save community yang meliputi pelayanan kesshatan
dan program pemberdayaan bagl anggota dan masyarakal umum serta
kelompok khusus dengan program yang efektif, kreatif, aplikatif, dan
ekonomis;

menyusun konsep penangeanan bencana nasional yang berbasis prosedur
standar kesehatan;

melatih anggota kesehatan dan kelompok profesi kesehatan serta masyarakat
hias, baik secara personal maupun kelembagaan dalam rangka pelayanan
sosial;

mengoordinasiken dengan lembaga di bidang kesehatan unmuk mencsEpai
target pertumbuhan anggota;

mengkomunikasikan dan kerja sama strategis dengan berbagad elemen bangsa
dalam rangka meningkathan peran pelayanan di bidang kesehatan;
mensosialisasikan, supervisi, dan koordinasi kerja ke Majelis Pertimbangan
Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, khususnya yang terkait dengan isu
dan permasalahan di bidang kesehatan;

menyusun Panduan Partai terkait aspek kesehatan;

. menyusun program strategis departemen;

menyusun RKAT departemean;

menyusun dan menyvampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan aleh Ketua bidang Kesos.

Paragral 21
Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah

Pasal 267
Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah, yang selanjuinya disingkat
BPU mempunyai fungsi pembangunan keumatan dan delovah.
BPU dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden
Partad.
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Pasal 268

Dalam melaksanakan fungsl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1),
BPU bertugas:

=

b.

L.

melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan
keumatan dan debowrah;

melaksanakan pelayanan dan pembelaan umat dan dakwah;

melaksanakan kajian, pengelolaan data, dan informasi, serta publikast sikap
Partai terkait keumatan dan dalewah;

melaksanalkan kerjn sama dan membina hubungan kelembagaan keumatan
dan dakwal;

melaksanakan pembinaan SDM bidang dakwah;

melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis pemenangan
Partai dalam Pemili dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi
BPW,

melaksanakan kerja sama dan penggalangan pada tokeh serta lembaga
keumatan dalewah dalam rangka pemenangan Partai dalam Pemilo dan
Pilkada;

menyvusun Panduan Partal terkait pembangunan keumatan dan dakwah;
menyvusun REAT bidang,

menyusun dan menvampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 22
Organisasi BPU

Pasal 269

Organizazi BPLU terdiri atas:

S mRn TR

(1)
12)

(1)

(2)

Eetua,

Wakil kKetua,

Sekretariat Bidang,

Departemen Pengembangan Dalowah,
Departernen Kerja sama Kelembagaan, dan
Departemen Penpembangan Peran Anggota.

Pasal 270
Wakil Ketua BPU mempunyai tugas membantu Ketua BPU  dalam
melaksanakan pembangunan keumatan dan dalewah,
Wakil Ketua BPU bertanggpung jawab kepada Ketua BPU,

Pagal 271
Selkretariat BPUY mempunyal  fungsi koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsus
organizasi di ingkungan Bidang.
Sekretariat BPU dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada
Ketun BFU,

Pasal 272

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1),
Sekretariat BPU bertugas:

i,
b.
C-

mengoordinasikan keglatan bidang;
mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang

membina dan memberikan dukungan administrasi, ketatausahaan, ketja
sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
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(1)
(2}

membina serta menata organisaai dan tata laksana;

mengoordinasikan penyusunan Panduan;

mengoordinasikan penyusunan EKAT bidang;

mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja
bidang secara berkala; dan

melaksanakan tugas lain vang dismanatkan oleh Ketua BPU,

Pasal 273
Departemen Pengembangan Dakwah mempunyal fungsi perumusan kebijakan
dan pelaksanaan penyusunan program pada linglup pengembangan dakwah.
Departemen Pengembangan Dakwah dipimpin oleh Ketus Departemen yang
bertanggung jawab kepada Ketua BPU,

Pasal 274

Dalam melaksanakan fungsi sebagammans dimeksud dalam Pasal 273 ayat (1),
Departemen Pengembangan Dalowsh bertugas;

s

b.

.

B

= o@D

(1)

i)

melaksanakan urusen kepartaian pada lingkup pembaharuan masyerakat;
mengkaji, menyiapkan, dan mengembangkan metode pembsharuan
masyarakat;

melaksanakan pembinaan anggota dan manajemen institusi dalkwah melahai
superviai, konsultasi, dan edukasi;

mengoordinasikan dan menyinkronisasikan dengan departemen dan elemen
strulotur terkadt;

menyusun Panduan Partai terleait tugas Departemen;

menyusun REAT departemen;

memonitoring, mengevaluasi, dan menvupervisi  pelaksanasn  program
departeman;

menyusun dan menyvampailkan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala;dan

melaksanalan tugas lain yang diamanathkan oleh Ketua BPLL

Pagal 275
Departemen Kerja sama Kelembagaan mempunyal fugas melakukan
perummisan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang kerja sama

keelembagaan.
Departemen Kerja sama Kelembagaat dipimpin oleh Ketua Departemen yang

bertanggung jawab kepada Ketua BPU

Pasal 276

Dalam melakzanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1),
Departermen Kerja sama Kelembagaan bertugas:

&

b.

.

melaksanakan urusan Partai pada lingkup kerja sama kelembagaan keumatan
daiy dalowraty;

mengeordinasikan  dan  menyinkronisasiken peleksanaan  kerja  sama
kelembagaan keumatan dan dakwah dengan elemen struktur terkait;
mengembangkan bentuk-bentuk kerja rama kelembagaan keumatan dan
dakwah;

menyusun Panduan Partai terkait kerja sama kelembagaan keumatan dan
daliwak;

menyuaun REAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan ketja dan kinerja departemen secara
berkala;dan

relaksanakan tugas lain yang diamanatkan aleh Ketua BPU,
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Pasal 277
1] Depertemen Pengembangan Peran Anggota mempunyai fungsi pengelolaan
Partai di hidang pengembangan peran anggota,
(2] Departemen Pengembangan Peran Anggota dipimpin oleh Ketua Departemen
yvang bertanggung jawab kepada Ketua BPU.

Pasal 278
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1),
Departemen Pengembangan Peran Anggota bertugas:
a. melaksanakan wrusan Partai pada lingkup pengembangan peran anggota;
b. melaksanakan pengkajian, penyiapasn, dan pengembangan kurikulum dalam
rangka optimalisasi peran anggota;
¢, melaksanakan pembinaan pengelolaan pengembangan peren anggota melahi
supervisi, konsultasi, dan edulasi;
d. mengelola proses pencalonan dan penokohan kepemimpinan keumatan dan
dakwah di berbagai segmen, organisasi, dan komunitas.
menpoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanasn pengembangan  peran
anggota dengan elemen struloar terkait;
menyusun Panduan Partai terkait pengembangan peran anggota;
menyusun REAT departemen;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala;dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPLT

T

=
"

Paragraf 23
Bidang Ekonomi dan Eeuangan

Pasal 279
(1) Bidang Ekonomi dan Keuangan, mempunyai fungsi pengelolaan Pertal di
bidang ekonomi dan kenangan.
(2} Bidang Ekonomi dan Keuangan dipimpin oleh Kehua Bidang yang bertanggung
jawab kepada Preziden Partai.

Pasal 280

Dalam melaksanalkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1),

Bidang Ekonomi dan Keuangan bertugas.

a. melaksanalkan pengrelolaan Partai di bidang ekonomi dan keuangan;

b, melaksanakan pelayanan dan pembelaan masyarakat dan konstituen dalam
bidang ckonomi, chonomi syariah, keuangan, perbankan, usaha kecil dan
menengah [UKEM);

c. melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikep Partai di bidang
ekonomi, ekonomi syariah, keuangan, perbankan, usaha kecil dan menengah

LIRM];

d. Lﬁela.}gsanakan pembinaan 30M bidang ekonomi dan kevangan,

e. melaksanakan sosializasi dan pendampingan program strategis pemenangan
Partai dalam Pemiluy dan Pilkada ke MPW dan T/PW dengan berkoordinasi
BPW,

f  melaksanakan leampanye politik gagasan pada bidang ekonomi dan keuangan

untuk pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
T4\
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{1}

2)

(1)

(2)
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melaksanakan den melakukan kajian di bidang ekonomi, ekonomi syariah,
krnangan, pérbankan, dan UMKM;

meniyusnn Panduan Partai terlkait aspek ekonomi dan keuangan;

menyirsin BREAT bidang;

menyusiun dan menyampaikan laporan ketja dan kinerja bidang secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 24
Organisasi Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 281
inasi Bidang Ekonomi dan Keuangan terdin atas:
Ketus,
Wakil Ketua,
Sekretariat Bidang,
Departemen Ekonomi dan Pembangunan,
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan
Departemen Moneter dan Keuangan.

Pasal 282
Waldl Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan, mempunyai fugas membartu
Ketun Bidang Ekonomi dan Keuangan untuk melaksanakan pengelolaan
Partai di bidang ekonomi dari keuangan.
Walil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan bertangpung jawab kepada Ketua
Bidang Ekonomi dan Keuangan,

Pasal 283

Sekretariat Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di ingkungan Bidang.

Sekretariat Bidang Ekonomi dan Keuangan dipimpin oleh Sekretaris yang
bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ekenomi dan Keuangan.

Pasal 284

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 avat (1),
Sekretariat Bidang Ekonomi dan Keuangan bertugas:

a.
b,
B

oM,

(L}

mengoordinasiken kegiatan bidang;

mengoordinasilan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidamg;
membina dan  memberikan dukungan administrasi yang meliput
ketatausahasn, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;

membing serta menata organisasi dan tata laksana;

mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;

mengoordinasikan peryusunan REAT bidang: _
mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja
bidang secara berkala; dan _
melaksanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ekonom: dar
Keuangan.

Pasal 285
Departemen Ekonomi dan Pembangunan mempunyat fungsl perumusan
kebijakan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi dan pembangunan.
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(2] Departemen Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Ketua Departemen
vang bertangpung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomidan Keuangan.

Pasal 286

Dalam melaksanaken fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1),

Departemen Ekonomi dan Pembangunan bertugas:

a, melayani, memberdayakan, dan membela terhadap kepentingan masyarakat
guna mewujudkan transformasi strukmural dalam bidang ekonomi dan
Pembangunan;

b. membangun kemitraan strategis Partai dengan institusi di sektor publil,
swasta, dan ketipa dalam membantu peninghatan keadilan ekonomi dan
pembangunan;

¢, mengokohkan dan meningkatkan kinetja struktur pengelola bidang ekemomi
dan pembangunan di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan
meluaskan basis dalowah, sosial, dan politils

d. mengokohkan dan meningkatian kemitraan dan asistensi bagi pejabat publik
dari kalangan anggota aten pun yang didulung cleh Partai pada sektor
ekonomi, untuk memastikan kepeloporan partai di hadapan publik;

e. memberikan dukungan dan mengokohkan kinerja pemenangan Pemilu dan
Pemnilukada melalui narasi, kebijakan eksekutif, dan legislasi pada bidang
ekonomi vang berkualitas secara efektf, guna mewujudkan transformeasi
struktural yang diterima luas cleh kader dan publik;

. menyusun Panduan Partal terkait aspek ekonomi dan pembangunan;

g. menyusun dan menvampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala;dan

h. melaksanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ekonomi dan
Keuangan.

Pasal 287
(1} Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah mempunyai fuhgsi perumusan
kebijakan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi dan keuangan syariah,
(2) Departemen Ekonomidan Keuangan Syariah dipimpin oleh Ketua Departemen
yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 288

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1),

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah berfugas:

a, melayani, memberdayakan, dan membela terhadap kepentingan masyarakat
puna mewujudkan transformasi struldural dalam bidang ekonomi dan
Keuangan Syarial;

b. membangun kemitraan strategis Partai dengan institusi di sektor puhlik,
swasta, dan ketiga dalam membantu peningkatan keadilan clonomi dan
keuangan syariah;

r. mengokohkan dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang ekonomi
dan keuangan syariah di tingkat wilayah dan dasrah untuk membangun dan
meluaskan basis dakwah, sosial, dan politik;

d. menpokohkan dan meningkatkan kemitraan dan asistensi bagi pejabat publik
dari kalangan anggota atau pun vang didukung oleh Partai pada sektor
keuangan syariah, untuk memagtikan kepeloporan partai di hadapan publik;

e. memberikan dukungan dan mengokohkan kinerja pemenangan Pemilu dan
Pemilukada melahi narasi, kebijakan eksekutif, dan legisiasi pada bidang
ekonomi yang berkualitas secara efektif, guna mewujudkan transformasi

Pt
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struktural yang diterima luas oleh kader dan publik;

menyusun Panduan Partai terkait aspek ekonomi dan keuangan syariah;

g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala;dan

h. melaksanakan tugas lein yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ekonomi dan
Keuangan,

|

Pasal 289
(1) Departemen Moneter dan Keuangan mempunyai fungsi perumusan kebijakan
dan pelaksanaan penyusunan program di bldang keuangan dan moneter.
{2] Departemen Moneter dan Keuangan dipimpin oleh Ketua Departemen yang
bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan,

Pasal 290

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1),

Departemen Moneter dan Kenangan bertugas:

a. meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan
pembelaan terhadap kepentingan masyarakat guna mewujudkan transformast
strukrural dalam sektor Moneter dan Keuangan khususnya sektor Moneter
dan Keuangan syariah;

h. menjalin kemitraan strategis Partal dengan institusi di sektor publile, swasta
dan ketiga dalam membantu meningkatkan peran sektor kewangan dan
perbankan, khususnya sektor Moneter dan Keuangan syariah dalam
pembangunan elkonomi;

c. mengembangkan gagasan dan opini Partal terutama terkait dengan regulasi
dan deregulasi serta isu strategiz lainnya pada bidang kenangan dan
perbankan (perbankan ayariah, serta mengkomunikasikannya ke publik;

d. mengokohkan dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang Moneter
dan Keuangan di tingkat wilayah dan daersh untuk membangun dan
meluaskan bagis dalowah, sosial dan politik;

e, mengokohkan dan meningkatkan kemitraan dan asistensi bagi pejabat publik

dari kalangan anggota atau pun vang didukung oleh Partai pada sekior

sMoneter dan Keuangan khususnya Moneter dan Keuangan syariah;
menyusun Panduan Partai terkait aspek keuangan dan moneter |

menyusun EKAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporang kinerja departemen secara berkala;

dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ekonomi dan

Keuangan,

TR
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Paragraf 25
Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup

Pasal 291
(1) Bidang Teknologi, Industri dan Linglkungan Hidup, yang selanjutnya di singkat
Bidang TekinLH mempunyai fungsi pengelolaan Partal di bidang teknologi,
industri dan lingkungan hidup.
(2] Bidang TekinLH dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada
Presiden Partad.

Pasal 292
Dalam melaksanakan fungsi schagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1),

Bidang TekinLH bertugas:
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melaksanakan pengelolaan Partei di bidang teknologi, industrl dan lingkungan
hidup;

membentulk lembaga pendukung dan/atau sayap Partad di segmen telonologl,
industri, dan Ungkungan hidup;

melakeanakan pelayvanan dan pembelasn masyarakat dan konstituen dalam
bidang infrastruktur, permukiman, teknologi, industri, energi, lingkungan
hidup dan konservasi sumber daya air;

melakasnakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap Partai cli bidang
infrastruktur, permukiman, teknologl, industri, energl, lingkungan hidup, dan
konservasi aumber daya air;

melaksanakan pembinaan SDM bidang industri, dan teknolog;
melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategie pemenangan
Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi
EFW,

melaksanakan kampanye politik gagasan pada bidang telnologi, industri dan
linglkungan hidup untuk pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkade;
menyusun Panduan Partai terkait aspek industri, teknologl, dan lingkungan
hidup;

menyusun REAT bidang;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara
berkala; dan

melaleanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 26
Organisasi Bidang TekinLH
Pasal 293
Organisasi bidang TekinlH terdir atas:
Ketua,
Walkil Ketua,

B T BLOR (R

(1]
{2}

(1)

{2}

Sekretariat Bidang,

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,

Departemen Teknologl, dan Industri,

Departernen Infrastruktur, Permukiman, dan Transportasi, dan
Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 294
Wakil Ketua Bidang TekinLH, mempunyai tugas membantu Ketua Bidang
TekinLH untuk melaksanakan pengelolaan Partai di Bidang TekinLH.
Wakil Ketua Bidang TekinlH bertanggung jawab kepada Ketua Bidang
TekinLH.

Pasal 295
Sekretariat Bidang TekinLH mempunyai fungsi keordinasi pelaksanaantugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Bidahg,
Sekretariat Bidang TekinLH dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab
kepada Ketua Bidang TekinLH.

Pasal 206

Dalam melaksanakan funpsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (1),
Sekretariat Bidang TekinLH bertugas:
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mengoordinasikan kegiatan bidang;

mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;

membina serta menata organisasi dan tatalaksana;

mengoordinasikan penyusunan Panduan Partad;

mengoordinasikan penyusunan EKAT bidang;

mengoordinasikan penvusunan dan penyampaian lapotran kerja dan kinerja
bidang secara berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang TekinLH.

Pasal 297
Departemen Energl dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi perumusan
kebijakan dan penyusunan program di bidang energi dan sumber daya
rineral,
Departernen Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Ketua
Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang TekinlH.

Pasal 298

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pmsal 297 ayat (1),
Departemen Energi dan Sumber daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

i,

Tm

(1)
(4]

meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan
pembelaan terhadap kepentingan masyarakat guna mewujudkan transformasi
struktural dalam sektor energi dan sumber daya mineral;

mengembangkan kemitraan strategis Partai dengan institusi di seltor publik,
swasta, dan ketiga dalam membantu peningkatan peran sektor energi dan
sumber daya mineral,

mengembangkan gagasan dan opini Partai terutama terkait dengan regulasi
dan dersgulasi serta isu strategis lainnya pada bidang energi dan sumber daya
mineral serta mengkomunikasikannya ke publil;

mengokohkan dan meninghkatkan kinerja struktur pengelola bidang energidan
sumber daya mineral di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan
meluaskan basis sosial, dan politik;

mengokohkan dan peninglatan kemitraan dan asistensi bagi pejabat publik
dari kalangan anggota ataupun yang didulung oleh Partai pada scktor energl
dan sumber daya mineral;

menyusun Panduan Partai terkait energi dan sumber daya mineral;
menyusun REKAT departcmen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

melaksanalkan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang TekinlH.

Pasal 299
Departemen Teknologi dan Industri mempunyai fungsi perumusan kebijakan
dan penyusunan program di bidang teknologi dan industri.
Ketua Departemen Teknologi dan Tndustri diplmpin clech Ketua Departemen
vang bertanggung jawab kepada Ketua bidang TekinLH.

Pasal 300

Dalam melakzanaksn fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1),
Departemen Telmologl dan Industri bertugas:

-

meningkatkan kepeloporan FParted dalam pelayanan, pemberdayasn, dan
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pembelaan terhadap kepentingan masyarakat puna mewujudkan transformasi
struktural dalam sektor teknologi dan industri;

b. mengembangkan kemitraan strategis Partai dengan institusi di sektor publik,
swasta, dan ketiga dalam membantu peningkatan peran scktor teknologi dan
industri;

c. mengembangkan gagasan dan opinl Partal terutama terkait dengan regulasi
dan deregulasi serta isu strategis lainnya pada bidang telenologi dan industri
serta mengkomunikasikannya ke publik;

d. mengokohkan dan meningkatkan Kinerja strukiur pengelola bidang teknologi
dan industri di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan meluaskan
basis sosial, dan politik;

g. mengokohkan dan meningkatkan kemitraan dan asistensi bagi pejabat publik

dari kalangan anggota ataupun yang didulung oleh Partai pada sektor

telknolog dan industri;

menyusun Panduan Partad teckait teknologi dan industit;

menyusun REAT departemen;

menyusun dan menvampaikan laporan kerja dan kinerja depasiemen secara

berkeala; dan

i, melaksanalcan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang TekinlH.

m o

Pasal 301
{1} Departemen Infrastruktur, Permukiman, dan Transportasi mempunyai fungsi
perumugan kebijakan dan penyusunan program di bidang infrastruktur,
permukiman, dan transportasi.
(2) Ketua Departemen Infrastruktur, Pemuliman, dan Transportasi dipimpin oleh
Ketusa Departemen vang bertanggung jawab kepada Ketua bidang TekinLH.

Pagal 302

Dalam melaksanakan fungsi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (1),

Departemen Infrastruktur, Permukiman, dan Transportasi bertugas:

a. meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan
pembelaan terhadap kepentingan masyarakat guna mewujudkan transformasi
struklural dalam selttor infrastruktur, pemukiman, dan transportasi;

b. mengembangkan kemitraan strategis Partai dengan institusi di scktor publik,
gwasta, dan ketigs dalam meningkatkan peran sektor infrastruktor,
pemukiman, dan transportasi; _

c. mengembangkan gagasan dan opini Partai terutama terkait dengan regulasi
dan deregulasi serta isu strategis lainnya pada bidang infrastruktur,
pemukiman, dan transportasi serta mengkomunikasikannya ke publilk;

d. mengokohkan dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang
infrastrulktur, pemukiman, dan transportasi di tingkat wilayah dan daersh
untuk membangun dan meluaskan basis sosial dan politik;

e, menpokohkan dan peningkatan kemitraan dan asistensi bagl pejabat publik
dari kalanpan internal atau pun yang didukung oleh Partai pada sektor
infrastruktur, pemukiman, dan transportasi;

f. menyusun Panduan Partai terksit infrastruktur, permukiman, dan

transportasi;

menyusun REAT departemen; _

menyusun dan menvampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara

berkala; dan

i melaksanakan tigas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang TekinLH.

=

Pasal 303
{1} Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam

¥




T3 dari &3

mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penyusunan program di bidang
lingkungan hidup, dan konservasi sumber daya alam.

[2}) Ketua Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam
bertanggung jawab kepada Ketua Bidang TekinLH.

Pasal 304

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1),

Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam bertugas:

a. mengembangkan gagasan dan opini Partad terutama terkait dengan regulasi
dan deregulasi serta isu strategis lainnyes pada bidang lingkungan hidup dan
sumber daya alam serta mengkomunikasikannya ke publil;

b. mengokohkan dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang
lingkungan hidup dan sumber daya alam di tinglat wilayah dan dasrah untuk
membangun dan meluaskan basis social, dan politik;

e mengokohkan dan peningkatan kemitraan dan asistensi bagi pejabat publik
dari kalanpan internal ataupun yang didukung oleh Partai pacda seltor
lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk memastiban kepeloporan
partai di hadapan publik;

d. mengokohkan kinerja pemenangan Pemilu dan Pemilukada melalul narasi,
kebijakan eksekutlf, dan legislasi terhadap bidang lingkungan hidup dan
sumber daya alam secara efektif, guna mewujudkan transformasi struktural
yvang diterima huas oleh anggota dan publik;

g, menyusun Panduan Partai terkait lingkungan hidup dan konservasi sumbest
daya alam;

. menyusun EKAT departemen;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

h. melaksanakan mgas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Tekinb .

Paragraf 27
Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 305
(1) Bidang Ketenagakerjaan, mempunyal fungsi penyelenggaraan program Partai
di Bidang Ketenagakerjaan,
(2] Bidang Ketenapakerjaan dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab
kepada Presiden Partad,

Pasal 306
Dalam melaksanakan fungst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1),
Bidang Ketenagakerjaan bertugas:
a. melaksanakan pengelolaan Partai di Bidang Eetenagakerjaan;
b. membentuk lembaga pendukung danjateu sayap Partai di  segmen
ketenagalkerjaan;
c. melaksanakan pelavanan dan advokasi masyarakat dan konstituen pekerja;
d. melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap partai di bidang
ketenagalcerjaan;
melaksanakan pembinaan dan pengembangan jaringan ketenagakerjaan;
pelaksanaan pembinaan SOM bidang ketenagakerjaan;
g. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis pemenangan
Partad dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi
BPW,

=0
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melaksanakan kampanye politik gagasan pada bidang ketenagakerjaan untuk
pemenangan Partail dalam Pemilu dan Pilkada;

penyusunan Panduan Partai terkait pengelolaan pekerja;

menyusun RKAT bidang;

menyusun dan menvampaikan laporan bidang secara berkala; dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai,

Paragraf 28
Organisasi Bldang Ketenagakerjaan
Pasal 30T

Organisasi Bidang KEetenagakerjaan terdiri atas:

Ketua,

Walkil Ketua

Sckretariat Bidang,

Departemeén Advokasi,

Departemen Jaringan,

Rt me o

(1)
(2)

(1)

(2

Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan,
Departemen Pembinaan Hubungan Industrial, dan
Departemen Pekerja Migran.,

Pasal 308
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan, mempunyai tugas membantu Ketua
Bidang untuk menyelenggarakan program Partai di Bidang Ketenagakerjaan.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang
Ketentiagalerjann.

Pasal 309
Sekretariat Bidang Ketenagakerjaan mempunyai  fungsi  koordinasi
pelaksanaan tuges, pembinasn, dan pemberian dubkungan administrasi
kepada seluruh unsur organisaai di linglungan bidang
Sekretariat Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh Sekretaris yang
bertangeung jawab kepada Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 310

Dalam melaksanakan fungsi scbageimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1),
Sekretariat Bidang Ketenagakerjasn bertugas:

.

b

iy

= K -

(1)
2

mengoordinasikan kegiatan bidang;

mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang,
membina dan memberikan  dukungan  administrasi  yang meliputi
ketatausahasn, kerja sama, arsip, dan delkumeéntasi bidang;

memhbina zerta menata arganizasi dan tata laksana;

mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai

mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;

mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja
bidang secara berkala; dan

melakaanakan tugas lain  yang diamanatkan oleh Ketua Bidang
Ketenagakerjaan.

Pasal 311
Departemen  Advokasi mempunyal fungsi melalukan advokasi terhadap
pekerja.
Departemen Advokasi dipimpin oleh ketua Departemen yang bertanggung
jawab kepada Ketua Bidang Eetenagakerjaan.
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Pasal 312

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1],
Departemen Advokasi bertugas:

&,

b.

e 8 - 9

(1)
(<

mengelola dan meningkatkan kepeloporan Partal dalam advokasi kebijakan
terhadap kepentingan masyarakat pelkerja;

mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di seldor publik, swasta
dan ketiga terkait kebijakan dan advokasi ruang lingkup bidang;
mengembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategls pekerja dan
mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;

menyvusun Panduan Partal terkait advokasi terhadap pekerjs;

menyusun RKAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lein yang diamanatkan woleh  Eetua  Bidang
Ketenagakerjaan.

Pasal 313
Departemen  Jaringan mempunyal  fungsi perunmisan  kebijakan serta
penyusun dan pelaksana program perluasan jaringan leetenagankerjann,
Ketua Departemen Jaringan dipimpin oleh Ketua Departemen yang
bertanggiung jawab kepada Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 314

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 avat (1),
Departemen Jaringan bertugas:

.

s

F mTD

(2]

mengelola dan meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan,
pemberdayaan, dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat pada
linglkp jaringan ketenagakerjaan;

melakukan pengelolaan dan pembinaan jaringan pekerja;

penguatan  integritas, akseptabilitas, profesionalitas, kepemimpinan,
pengkhidmatan, serta mobilitas anggota yang hekerja dan berkiprah pada
linglup ketenagakerjann;

mengembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis di dalam jaritigan
dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;

menyusun Panduan Partai terkait jaringan;

menyusun EEAT departemen;

menvusun dan menyvampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

melaksanakan tuges lein  vang diamanatkan oleh Ketus Bidang
Ketenagakerjaan.

Pasal 315
Departemen Pemberdayasn dan Pengembangan mempunyai fungsi
melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas para aktivis serikat pekerja
baik anggota dan non anggota,
Ketun Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan dipimpin eoleh Ketua
Departemen vang bertangpung jawab kepada Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Fazal 316

Dalam melaksanakan fungsl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (1),
Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan bertugas;

a.

terelerut pekerja dan aletivie gerikat pekerja untuk menjadi anggota Partai;

AR
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mengembangkan materi pembinasn dan peningkatan pekerja dan aktivis
serikat pekerja;

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pekerja dan akuvis serikat
pekerja;

menyusun Panduan Partad terkait pemberdayaan dan pengembangan pelerja
dan aktiviz serikat pekerja;

menyusun REAT departemen;

menyusun dan menvampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh HKetua Bidang
Eetenagakerjaarn.,

Pasal 317
Departemen Pembinaan Hubungan Industrial mempunyai fungsi membangun
peran Partai sebagai katalisator antara pekerja dan pengusalia.
Departemen Pembinaan Hubungan Industrial dipimpin oleh Ketoa

Departemen yang bertanggungiawab kepada Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Paszal 318

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasgal 317 ayat (1),
Departemen Pembinaan Hubungen Industrial bertugas:

(- B

oo

o

(1)

(2]

membangunan hubungan dan komunikasi dengen jaringan pengusaha dan
industri dalam bidang ketenagalerjaan;

membentuk dan membina unit dalwah perusahoaan;

menyusun REAT departemen;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala, dan

melaksanakan tugas lain yang diemanatkan oleh Ketua Bidang
Ketenagakerjaan.

Pagal 319
Departemen Pekerja Migran mempunyai fungsi perumusan kebijakan serta
penyvusun dan pelaksana program pemberdayaan pekerja migran dan
kelnarganya.
Departemen Pekerja Migran dipimpin sleh Ketua Departemen yang
bertangpung jawab kepada Eetua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (1),
Departemen Pekerja Migran bertugas:

B

B

F mopo

mengelola dan  meningkatkan kepeloporan  Partai  delam  pelayanan,
pemberdayaan dan pembelaan terhadap pekerjamigran dan keluarganya;
mengembangkan kemitraan Partal dengan institusi di seletor publik, swasta,
dan ketiga dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keaejahteraan
pekerja migran dan keluarganya;

mengembangkan gagasan dan opini Partal pada isu strategis pekerja migran
dan keluarganya dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
merelerut, membina dan memperluas jaringan pekerja migran;

menyusun Panduan Partai terkait pengelolaan pekerja migran;

menyusun RKAT departemen;

menyusun dan menyampailkan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan

melaleaanakan tugas lain  yang diamanatkan olch  Ketua  Bidang
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Ketenagakerjaan.

Paragraf 29
Bldang Tani dan Nelayan

Pasal 321

{1] Bidang Tani dan Nelayan yang selanjutnya disingkat BTN mempunyvai fungai

pelakzana program Partai di bidang tani dan nelavan,

12} BTN dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden

Partai.

Pasal 322

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1),
ETH bertugas:

&,
b.

C.

- -

=t b it

melaksanakan pengeloloan Partai di bidang tani dan nelavan;

membentul lembaga pendukung daty/atau savap Partad 4 sepmen tani dan
nelayan;

melaksanakan pelavanan dan pembelaan masyarakat dan konstituen petani
dan nelayvan;

melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap partai di bidang
tani nelayan;

melaksanakan pembinaan dan penpembangan jaringa;

melaksanskan pembinaan SDM profesi petand dan nelayar;

menyusun Panduan Partal terkait pengelolaan petani dan nelayan;
melaksanakan sosialiaasi dan pendampingan program strategis pemenangan
Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;
melaksanakan kampanye politik gagasan pada bidang tani dan nelayan untuk
pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;

menyusun REAT bidang;

menyusun dan menyampaikan laporan bidang secara berkala; dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 30
Organisasi BTN

Pasal 323

Drgﬂ.msﬂm BTN terdiri atas:

PR o0 T

(2)

(1]

Keta,

Wakil Ketua,

Sekretarniat Bidang,

Departemen Petani,

Gepartemen Peternak

Departernen Melayan,

Departemen Perempuan Tani, Ternak, dan Nelayan, dan
Departemen Kebijakan dan Advolkast.

Pasal 324
Wakil Ketua BTN mempunyvai tugas membantn Ketua BTN dalam
menvelengrarakan program Partai di bidang tand, ternak, dan nelayan.
Wakil Ketua BTN bertanggung jawab kepada Ketua BTN,

FPasal 325

Sekretariat BTN mempunyai fungsi koordinasi pelaksanasn tugas, pembinaan,
dan pemberian dukungan administrasi kepada ssluruh unsur organisasi di



(2)

limgkungan Bidang.
Sekretariat BTN dipimpin cleh Sekretaris yang bertanggung jawsb kepada
Ketua BTN.

Pasal 326

Dalam melaksanakan fungsi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 325 avat (1),
Sekretariat BTN bertugas:

C.

=S T

(1)
12)

. mengoordinasikan kegiatan bidang;
b.

mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang:
membing dan memberikan  dukungan administrasi  yvang  meliputi
ketatausahaan, ketja sauna, arsip, dan dokumentaszi bidang;

. membing serta menata organisasi dan tatalaksana;

mengpordinasikan penyusunan Panduan Partai;

mengoordinasikan penyusunan EEAT bidang;

mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja
bidang secara berkala; dan

. melaksanakan tugas lain yvang diamanatkan oleh Ketua BTH.

Paszal 327
Drepartemen Petani mempunysi mpgas melakukan perumusan kebijakan serta
penyusunan dan pelaksanaan program di bidang pertanian.
Departemen  Perfanian  dipimpin  oleh  Eetua Deparlemen  yang
bertanggungiawab kepada Ketua BTH

Pasal 328

Dalam melaksanaken fungsi sebagaimana dimalsud dalam Pasal 327 ayat (1),
Depatrtemen Pertanian bertugas:

.

f

gl = o

(1)
(2}

meningkatkan perfumbuhan jumlah anggota partai dan mengokohkan
integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan
kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia.
mengokohlian soliditaz Partai berskala nasional, mandiri dan terbulka,
menjalankan edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan
manajemen partad;

mengelola dan  meningkatban kepeloporan Partal  dalam - pelavanan,
pemberdavaan dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat pada lingkup
petani;

mengembangkan kémitraan Partad dengan insttusi di sektor publile, swasta,
dan ketiga dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahterasn petani;
mengembangkan gagasan dan opini Partai pacda isu strategis petani dan
menghkomunikasikannya kepada publik secara berkala;

menyusun Panduan Partai terkait pengembangan dan pemberdayaan petani;
menyusun REAT Departemen;

menyusun dan menyvampaikan laporan kinerja departemen secara berkala; dan
melaksanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Ketua BTN.

Pasal 329
Departemen  Peternakan mempunyal fungsi perumusan kebijakan serta
penvusunan dan pelaksanaan program di bidang peternakan.
Departemen  Peternakan dipimpin  oleh Ketua Departemen  yang
bertangoungjawab kepada Ketua BFPN.

Pasal 330
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Dalam melakaanakan fungs: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (1],
Depatrtemen Peternakan bertugas:

a, meningkatkan pertumbuban pimlah anggeta partai dan mengokohkan integritas,
solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan
bangsa yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia;

b. mengokohkan soliditas Partai berskala nasional, mandiri dan terbuka,
menjalankan edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta meneraplkan
manajemen partai;

¢. mengelola dan meningkatkan kepeloporen Partai dalam pelayanan,
pemberdayaan dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakst pada lingleup
jaringan peternakan;

d. mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan
ketiga dalam rangka meningkatlkan kemandirian dan kesejahteraan peternak;

e, menpembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis peternakan dan
mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;

[ menyusun Panduan Partai terkait pengembangan dan pemberdayaan

peternakan;

meivusun REAT Departemen;

menyusun dan menvampaikan laporan kinerja Departemen secara berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BTN.

= prm

Pasal 331
{1) Departemen Nelayan mempunyai fungsi perumusan kebijakan serta penjusunan
dan pelaksanaan program di bidang nelayan.
{2} Departemen Nelayan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab
kepada Ketua BTH,

Pasal 332

[alam melaksanaksn fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1),

Depatrremen Melayan bertugas:

a. meningkatkan perrumbuhan jumlsh anggota partal dan mengokohkan integritas,
golidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan
bangsa yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia;

b. mengokohkan soliditas Partai berskala nasional, mandiri dan terbuks,
menjalankan edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan
manajemen Partai;

c, mengelola dan  meningkatkan kepeloporan Partai  dalam  pelayanan,
pemberdayasan dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat pada lingkup
jaringan nelayan;

d. mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan

ketiga dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesgjahteraan nelayan;

mengembanglkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis nelayan dan
mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;

f menyusun Panduan Partai terkait pengembangan dan pemberdayaan nelayan;

g. menyuisun REAT Departemen;

h

1.

o

. menyusun dan penyampaian laporan kinega Departemen secara berkala; dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BTN,

FPasal 333
(1] Departemen Perempuan Tani, Ternak dan Nelayan mempunyai fungst
perumusan kebijakan serta penyusunan dan pelaksanaan program di bidang
pertanian, peternakan, dan nelayan bagi kaum perempuan.
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[2) Departemen Perempuan Tani, Ternak dan Nelayan dipimpin oleh Ketua
Departemen yang bertanggungjawab kepada Eetua BTN,

Pasal 334

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayal (1),

Departemen Perempuan Tani, Ternak dan Nelayan bertugas:

a. meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan mengokohkan integritas,
solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untulk menghadirkan kepemimpinan
bangsa yang beriman dan bertakkwa, serta berakhiak mulia;

b. mengokohkan soliditas partai berskala nasional, mendiri dan terbuka,
menjalankan edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan
manajemen partai;

¢. mengelola dan meningkatkan Lkepeloporan  Partai  dalam  pelayanan,
pemberdayaan dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat pada linghkup
jaringan perempuan tani, ternalk dan nelayan;

d. mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan
ketipa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kessjahteraan perempuan
tani, ternak dan nelayan;

€. mengembangkan gagasan dan opini Partal pada isu strategis perempuan tani,
ternak dan nelayan dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;

{ menyusun Panduan Partai terkait pengembangan dan pemberdayaan jaringan

perempiian tani, ternak dan nelayan;

menyusun RKAT Departemen;

menyusun dan menvampaikan laporan kinerja departemen secara berkala; dan

melalsanakean tugas lain vang diamanatian aleh Ketua BTN,

g

Pasal 335
{1) Departemen Kebijakan dan Advokasi mempunyai fungsi kajian, analisis, dan
perumusan kebijakan advokasi pada lingkup petani, peternak dan nelayan.
(2) Departemen Kebijjakan dan Advokasi dipimpin oleh Ketua Departemen yang
bertanggungiawab kepada Ketua BTH.

Fasal 336
Dalam melaksanakan fungsi sebagamana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1},
Departemen Kebijakan dan Advokasi bertugas:

a, meningkatkan pertumbuhan jumiah anggota partai dan mengokohlan integritas,
solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan
hangsa yang beriman dan bertalkwa, serta berakhlak mulia;

b. mengokohkan soliditas Partai berskala nasienal, mandiri dan terbuka,
menjalankan edukasi, advokasi, kaderizasi kepemimpinan, serta menerapkan
manajemen Partai;

¢, mengelola dan meningkatkan kepeloporan Partai dalam advokasi kebijakan
terhadap kepentingan masyarakat pada ruang lingloup bidang;

d, mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta dan
ketiga terkait kebijakan dan advokasi ruang lingkup bidang;

e. menpgembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis petani, peternakan
dan nelayan. dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;

f. menyusun Panduan Partai terkait advokasi kepada petani, peternakan dan

nelayan;

menvusun REAT Departemen;

metyusun dan menyampalkan laporan kinerja departemen secara berkala; dan

melaksanakan tugas lain yvang diamanatkan cleh Ketua BTN,

o=l



Paragraf 31
Bidang Eepanduan

Pasal 337
(1) Bidang Kepanduan mempunyai fungsi pelaksana pembinaan kepanduan dan
plahraga.

{2) Bidang Kepanduan dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada
Presiden Partad.

Pasal 338

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 ayat (1),

Bidang Kepanduan berfugas:

a. melaksanakan koordinasi pembinaan kepanduan, olahraga, pengamanan,
penanggulangan bencana, rekrutmen Anggota Partai;

b. membentuk lembaga pendukung dan/alau sayap Partai di segmen pandu dan
oclahraga;

¢. melakeanakan program kepanduan, olahraga, pengamanan, penanggulangan
bencana, dan rekruitmen Anggota Fartai;

d. melaksanakan soaialisasi dan pendampingan program strategls pemenangan
Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW den DPW dengan berkoordinasi
BPW;

e. melaksanakan kegiatan bidang penggalangan masyarakat dan pengamanan

guna pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;

menyusun Panduan Partai terkait pembinaan Kepanduan, olahraga,

pengamanan, penanggulangan bencana, reknitmen Anggota Parted;

menyusun REAT bidang;

menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang sccara

herkala; dan

melakeanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

X
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Paragraf 32
Organisasi Bidang Kepanduan

Pagal 339
Organisasi Bidang Kepanduan terdin dari |
. Ketua,
Walkil Ketuea,
Sekretariat Bidang,
Departemen Pembinasn dan Pengamanan,
Departemen Olahraga dan Kebugaran,
Departemen, Pengembangan Komunitas dan
Departemen Penanggulangan Bencana,

Pasal 340

jil]

®opan o

(1) Wakil Ketua Bidang Kepanduan mempunyai tugas membantu Ketua Bidang
Kepanduan melaksanakan pemnbinaan kepanduan dan olahraga.

(2] Wakil Ketua Bidang Kepanduan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang
Kepanduan.

Pasal 341
i1} Sekretariat Bidang Kepanduan mempunyai fungst koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada selurih
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unsur organisast di lingkungan bidang.
(2] Seloetariat Bidang Kepanduan dipimpin cleh Seloretanis yang bertanggung
Jawalby kepada Ketua Bidang Kepanduan.,

Pasal 342
Dalam melaksanakan fungsi sebagamana dimaksud dalam Pasal 341 ayvat (1),
Bekretariat Bidang Kepanduan bertugas:
a.  mengoordinasikan kegiatan bidang;
b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang:
¢. membina dan memberikan dokungan adminisirasi  vang  meliputi
ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
membina serta menata organizasi dan tata laksana;
mengelola media sosial bidang kepanduan sebagai saran pencitraan Partai,
mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
mengpordinasikan penyusunan BEAT bidang;
mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja
bidang; dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepanduan

S -
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Pasal 343
(1} Departemen Pembinesn dan Pengamanan mempunyai fungsi penyusunan
konsep, pelatihan, dan supervisi pengembangan pengamanan Parted,
(2) Departemen Kepanduan dan Pengamanan dipimpin oleh Ketua Departemen
yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepanduan,

Pasal 344
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1],
Departemen Kepanduan dan Pengamanan bertugas:
merencanakan, penyusunan, dan pengembangan program dan kunkulum
kepanduan dan pengamanan;
mengkaji kurikulum kepanduan dan pengamanan;
melaksanakan program kepanduan dan pengamanan;
menyusun Panduan Partal terkait dengan pembinaan dan pengamanan;
menyusun REKAT departemen;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala;dan
g melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepanduan.

mranrg P

Pasal 345
{1] Departemen Olahraga dan Kebugaran mempunyai fungs: peniyusunan konsep,
pelatihan, dan supervisi pengembangan potensi fisik anggota Partai.
{2) Departemen Olahraga dan Kebugaran dipimpin oleh Ketua Departemen yang
bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 346
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1),
Departemen Olahraga dan Kebugaran berbugas:
a. melaksanakan urusan kepartaian di bidang olahraga dan kebugararn;
b. merencanakan, penyusunan, dan pengembangan program olahraga dan
kebugaran;
e, membentuk perkumpulan-perkumpulan elah raga;
d. mengkaji kurikalom olahrage dan Kebuagaran;
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melak=anakan program olahraga dan kebugaran;

membina olahraga melalui supervisi, konsultasi, dan edukasi;

menyusun Panduan Partad;

menyusun RKAT departemen;

menyusun dan menvampaikan laporan kerja dan kinerje departemen secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 347
Departemen Pengembangen Kotmunitas mempunyai fungai komunikasi, lerja
zsama, dan jaringan komunitas serta tokoh-tokoh yang mempunyai perhatian
terhadap pengembangan kepanduan dan olahraga,
Departemen Pengembangan Komunitas dipimpin oleh Ketua Departemen yang
bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepancduan,

Pasal 348

Dalam melaksanakan fungsi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1),
Departemen Pengembangan Komunitas bertugas:

a.
b.

.

P

Rty

-

(1]

{2)

melaksanakan urusan kepartaian dibidang jaringan kepanduan den olahraga;
menjalin komunikasi dan kerja sama dengan tokoh dan elemen-elemen
strategis;

mengkaii, menylaplan, dan pengembangan institusi dan infrastruktur sistem
melalui supervisi, konsultasi dan edukasi;

membina dan mengembangkan lembaga-lembaga kepanduan dan olahraga
sebagal pendukang Partail;

memfasilitasi jaringan antar lembaga kepanduan dan olahrgs;

menyusun Fanduan Partai;

menyusun REKAT departemen;

menyusin dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
herlala: dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepanduan.

Pagal 349
Departemen Penanggulangan Bencana mempunyal fungsi penyusunan
konsep, pelatdhan, dan supervisi pelayanan kepada masyarakat dalam hal
penanggulangan bencana.
Departemen Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Ketua Departemen yang
bertangpung jawab kepada Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 350

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (1},
Departemen Penanggulangan Bencana bertugas:

B
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merencanakan, menyusun, dan mengembangkan program dan kuriknlum
penangpgulangan bencana;

mengksaji kurikulum penanggulangan bencana;

melaksanakan program penanggulangan bencana,

menyusun Panduan Partai terkait dengan penanggulangan bencana;
menyusun RKAT departemen;

menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua bidang kepanduan.
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Paragraf 33
Bidang Pembinaan Wilayah

Pagal 351

Bidang Pembinaan Wilayah, yang selanjutnya disebut BPW mempunyal fungsi
pelaksanaaan pembinaan wilayah, yang dibagi menjadi 8 (delapan) wilayah
ketja meliputi Sumatera bagian utara [SUMBAGUT) terdiri dari Aceh-
Sumatera Utara-Sumatera Barat-Riau-Kepulauvan Riau; Sumatera bagian
selatan [SUMBAGSEL] terdiri dari Sumatera Selatan-Jambi-Bengkulu-
Lampung-Bangka Belitung; BANJABAR terdiri dari Banten-DEIl Jakarta-Jawa
Barat, JATIJAYA terdicl dari Jawa Tengeah-Jawa Timur-DI Yogyakarta;
BALINUBRA terdiri dari Bali-Muss Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timurg
KALIMANTAN terdiri dari Kalimantan Selatan- Kalimantan Timur-Kalimantan
Tengah-Kalimantan Barat-Kalimantan Utara; SULAWESI terdiri dari Sulawesi
Selatan-Sulawesi  Tengah-Sulawesi Tenggara-Sulawesi Utara-Gorontalo-
Sulawesi Barat; dan Indonesia Bagian Timur (INTIM) terdiri darl Malukoa-
Maluku Thara-Papua Barat-Papuaa.

BPW dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggpung jawab kepada Presiden
Partai.

Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1),
BPW bertugas:

melaksanakan pemictaan, penataan, pembinaan, dan pengembangan wilayah;
melaksanakan kajian strategis dan perencanaan pengembangan wilayah;
menata dan mengembeangkan struktur wilayah;

mengoordinasikan pelaksanaan program Partai di wilayah;

melaksanakan pemenangan Pemilu dan Pilkada di wilayah;

melaksanakan pemetaan, penataan, pembinaan, dan pengembangan wilayah
untuk pemenangan Partal dalam Pemilu dan Pilkada;

melaksanakan pembinasn, koordinasi, supervisi, dan monitoring dalam
pelaksanaan program strategis pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkacda
di wilayahnva;

menyusun rancangan Panduan Partai terkait pembinaan dan pengembangan
wilayah;

menyusun RKAT bidang:

menyusun dan menyampaikan laperan kerja dan kinerja bidang secara
berkala; dan

melaksanakan tugas lain vang diamanatkan oleh Presiden Partai;

Paragraf 34
Organisasi BPW
Paszl 353
Organisasi BPW terdiri atas:
Ketua,
Wakil Ketua,
Sekretariat Bidang,

W oS ReFE

Departemen Pengkajian dan Perencanaan Wilayah,
Departemen Penataan dan Pengembangan Struktur,
Departemen Pembinaan SDM.

Departemen Pemenangan Pemilu dan Pilliada.
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Pasal 354
Walil Ketua BPW mempunyvai tupgas membantu EKetua BPW dalam
melaksanakan pembinaan wilayah.
Waldil Ketua BPW bertangpung jawab kepada Ketua BPW.

Pasal 355
Selretariat BPW mempunyvai fungsi koordinasi pelaksansan tugas dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unil organisasi di
lingkungan bidang.
Sekretariat BPW dipimpin oleh Sekretariz yang bertanggung jawab kepada
Ketuz BPW.

Pagsal 356

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3355 ayat (1),
Sekretariat BPFW bertugas:

£.

b.

C.

g moroo

(1)

(2]

mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan, penataan, pembinaan, dan
pengembangan Wilayah;

memberikan dulkungan administrasi dan pusat data bidang;
mengoordinasilkan, menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke
Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariah Wilayah dan Dewan Pengurus
Wilayah;

melavani dan memfasilitasi DPW - DPW di wilayah binaannya;
mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;

mengoordinasikan penyusunan RKAT bideng;

mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja
bidang secara berkala; dan

melaksanakan tugas lain yvang diamanatkan oleh Ketua BFW.

Pagal 357

Departemen Pengkajian dan Perencanaan Wilayah mempunyai fungsi
pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perencanaan wilayah.

Departemen Pengkajian dan Perencanaan Wilayah dipimpin oleh Ketua
Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPW.

Pasal 358

Dalam melaksanakan fungsi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (1),
Departemen Pengkajian dan Perencanaan Wilayah bertugas:

&l
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melaksanakan kajian strategis, peta politik dan perencanaan pemenangan
wilayah;

menyosialisasikan, mensupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis
Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Pengurus
Wilayah;

n:f:i?inkumentasikan hasil kajian dan analisis terhadap pembinaan dan
pengembangan wilayah; .
melaksanalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaen dan
pengembangan wilayah;

mengusulkan perencanaan Panduan Partai;

menyvusiun EKAT departemen;

menyesun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara

berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BFW.
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Pasal 359
(1} Departemen Penataan dan Pengembangan Struktur mempunyai fungsi
pelaksanaan penataan dan pengembangan struktur wilayah.
(2) Departemen Penataan dan Pengembangan Struktur dipimpin oleh Ketua
Departemen vang bertanggung jawab kepada Ketua BPW,

Pasal 360

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (1),

Ketua Departemen Penatasn dan Pengembangan Struktur bertugas:

o melaksanalkan analisis terhadap penatsan dan pengembangan struktur
wilayah;

b. melaksanalkan penataan, pencapaian target dan pengembangan struktur
wilayah serta turannya;

c. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis
Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Pengurus
Wilayah;

d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program penataan  dan
pengernbangan struktur wilayah;

€. menyusun perencanaan Panduan Partai;

I. menyusun RRAT departemen;

g. menyusun dan penyampaian laporan kerja dan kinerja departemen secara
bBerleola; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan cleh Ketua BPW.

Pasal 361
{1] Departemen Pembinaan SDM mempunyai fungsi pelaksanaan pengelolaan
SDM wang meliputi perencanaan kebutuhan, pengembangan sistem
manajemen S0M, perencanaan, dan pelaksanaan pengembangan potensi dan
kapasitas SDM wilayah.
{2) Departemen Pembinaan SDM dipimpin cleh Ketua Departemen yang
bertanggung jawab kepada Ketua BPW.

Pagal 362

Dalam melaksanakan fungsi sebagmimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat {1},
Departemen Pembinaan SDM bertugas:
a. melaksanakan pemetaan dan penataan SDM wilayah;
b, menyusun dan mengembangkan sistem pembinaan dan pengembangan SDIM

wilagrah;
c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM wilayah; e
d. menyosialisasiltan, menyupervisi, dan kunjungen kerja ke Majelis
Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariah Wilayeh, dan Dewan Penguris
Wilayah;
menyusun perencanaan Panduan Partai;
menyusun BEKAT departemmen;
memoniloring dan mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan SDM
wilayah;
menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara
berkala; dan
melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPW,

g Mmoa
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Pasal 363
{1) Departemen Pemenangan Pemilu mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi

pemenangen Pemilu dan Pilkada di wilayah.
%

i
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(2] Departemen Pemenangan Pemilu dipimpin oleh Ketua Departemen yang
bertanggung jawab kepaca Ketua BFW

Pasal 364

Dalam melaksanaban fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1),

Departemen Pemenangan Pemilu bertugas:

a. mengoordinasilan perumusan peta politik di wilayah;

b, mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksansan pemenangan Pemilu dan
Pilkada wilayah:

c. menyoeializasikan, menyupervial, dan kunjungan kerja ke Majelis
Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Pengurus
Wilayah;

d. menyusun perencanaan Panduan Partai;

o. memyusun REAT departenmen;

f. menyusun dan menyampaikan laporan ketja dan kinerja departemen secars
berkala; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan olch Ketua BPW,

BARB V1
RAPAT DAN TATA KERJA

Pagal 365
(1} Pelaksanaan rapat koordinaszi MPP dilaloulkan melalui:
a. HRapat Pengurue Harian terdiri atas Ketua MPP dan Selrretariz MPE.
b. Rapat Pimpinan MPP terdiri atas Ketua MPP, Sekretariz MPP, Ketua- Ketua
Eemisi dan Sekretaris-Sekretaris Komisi,
¢, Rapat Pleno MPP dihadiri oleh Ketua MPP, Sckretaris MPP, Ketua- Ketun
Komiai, Sekretaris-Sekretarizs MPF, dan seluruh anggota MPP.

[2) Hapat Pimpinan MPP dilaksanalean sekurang-lkurangnya 1 (satu) pekan sekal,
dengan agenda utama membahas permasalahan eksternal dan permasalahan
internal yang sangat penting/mendesale.

(3) Rapat Pleno MPP dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu] bulan sekal,
dengan agenda utama membahas permasalahan internal, monitoring, kontrol,
dan evaluasi pelaksanaan program kerja, serta permasalahan eksternal.

Fasal 366
(1) Pelaksanaan rapat koordinasi DSP dilaltukan melalui:
. Hapat Pengurus Harian terdind atas Ketua DEP dan Sekretaris DEP.
b. Rapat Pimpinan DSP terdin atas Ketua DSP, Sekretaris DEP, Ketua-Ketua
Komisi dan Sekretaris-Sekretaris Komisi.
¢. FRapat Fleno DSP dihadird oleh Eetua DSF, Sekretaris DSP, Ketua- Ketua
Eomisi, Sekretaris-Selretaris Komisi dan selurubh anggota DSP.

2] Rapat Pimpinan DSP dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 {satu) pekan sekali,
dengan agenda utama membahas permasalahan eksternal dan permasalahan
internal yang sangat penting/mendesale.

3] Rapat Pleno DSP dilaksanakan ackurang-kurangnya 1 (satu] bulan sekali,
dengan agenda utama membahas permasalahan internal, monitoring, kontrol,
dan evaluasi pelaksanaan program kerja, serta permasalahan eksternal,

¥
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Pasal 367

{1) Pelaksanaan rapat koordinasi Dewan Pengurus Pusat dilakukan meladui:

a. Rapat Pengurus Harian DPP terdiri atas Presiden Partai, Sekretaris
Jenderal dan Bendahara Umum.

b. Eapat Pengurus Harian DPP dapat diperluas dengan menyertakan Ketua
Badan dan Ketua Bidang tertentu.

¢. Rapat Pleno adalah rapal yvang pesertanya terdiri atas Presiden, Selaretaris
Jenderal, Bendahara Umum, Walkil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara
Umum, Ketua-EKetua Bidang, dan Ketua-Eetua Badan.

d. Jika dipandang perlu dapat mengadakan Rapat Padpurna dengan peserta
Rapat Pleno ditambah dengan Seloretaris Badan dan Ketua-Ketua Biro,
zerta Sekretaris Bidang dan Ketua-Ketua Departemen.

e. Rapat Koordinasi ditingkat Sekjen, Bendum, Badan, Bidang dan
konsultasi lainnya.

(2] Rapat Pengurus Harian DPP dilaksanakan selurang-kurangnyn 2 [dua] pekan
sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan internal dan elesternal
yang sangat penting/mendesak.

{3) Rapat Pengurus Harian DPP vang diperluas, dilaksanakan sesuai kebutuhan
serta dalam rangka pendelegasian beberapa fungsi dan kewenangan tertentu
secara definitif.

{4} Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dus) bulan sckali, dengan
agenda utama membahas permasalaban internal, eksternal danfataun
monitoring, evaluasi danf/atau pelaksanaan program  kerja, serta
permasalahan yang sangat penting dan mendesal.

(5 Dalam hal Ketua Bidang atau Ketua Baden berhalangan hadir dalam rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menugaskan Walil Ketua Bidang
atau Wakil Ketua Badan.

(6] Dalem hal Wakil Ketua Bidang atau Wakil Ketua Badan berhalangan hadir
dalam rapat sebagaimana dimaksud pada avat (5), dapat menugaskan
Sekretaris Bidang atau Sekretaris Badan.

Pasal 368
Kantor Staf Presiden

{1) Dalam rangka menunjang kelancaran kerja, Presiden Partai dapat
membentule Kantor Staf Presiden yang ditetapkan melalui SK DPP.

{2) Kantor Staf Presiden sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) berfungsi
umnitul:

menyusun jadwal rapat,

menyusun agenda kegiatan Presiden baik internal dan elksternal,

menyusun naskah pidato,

menyiapkan bahan-bahan isu-isu kentemparer dan strategis,

berkoordinasi dengan juru bicara partai,

menjamin tertib protokaler,

membantu kelancaran pelaksanaan prograi,

. menyiapkan dukungan konten, dan

komunikasi paolitik kepresidenan.
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BAE VII
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 369
Sepala pembiayaan vang diperlukan bagi pelaksanasn tugas DPTP, Selretaris
Majelis Syura, MFP, DSF, dan DPF dibebankan kepada Anggaran Belanja Partai.

BAB VIII
HETENTUAN PERALIHAN

Pasal 370
Semua Peraturan Partai tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Struktur Partas,
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman ini.

BAE IX
PENUTUP

Fasal 371

{1} Pedeman Tata Kerja Organisasi Struktur Partai Keadilan Scjahtera di Tingkat
Pusat Masa Balcti 2020-2025 ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplan.

(2} Agar setiap struktur Partai mengetabuinya, Selanjuinya memerintahkan
kepada sekretariat Jenderal DPF untuk melakukan pendokumentasian
Peraturan Partai ini dengan menempatkan dalam Dolkumen Partai Keadilan
Bejahtera.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 10 Muharram 1443 H
19 Agustus 2021 M

MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
PﬂR’I‘.ﬁI SADILAN SEJAHTERA




